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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji lebih
mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan
kejar paket C di PKBM Maju Makmur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.
Subjek penelitian adalah ketua penyelenggara, wakil bidang, tutor, dan warga
belajar. Hal ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan
program pendidikan kesetaraan dan tahu tentang situasi yang berkembang di
lingkungan yang akan diteliti guna mempermudah peneliti dalam pengambilan
data. Setting penelitian ini dilakukan di PKBM Maju Makmur. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi.
Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data
menggunakan teknik analisis adaptasi model interaktif Miles & Huberman
(reduksi data, display data, analisis data dan penarikan kesimpulan).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur, untuk pelaksanaan
pendidikan dan kurikulumnya belum sesuai dengan standar yang ada yakni pada
Permendiknas No 3 Tahun 2008, namun untuk evaluasi/penilaiannya sudah
sesuai. Hal tersebut terlihat dari: a) Pelaksanaan pendidikan hanya dilakukan satu
kali dalam seminggu, kemudian penggabungan siswa yang mengakibatkan
pemberian materi pembelajaran juga disamakan. Hal ini mengakibatkan siswa
kesulitan dalam menerima materi pembelajaran; b) Kurikulum yang digunakan
adalah kurikulum KTSP. Untuk penerapan kurikulum program IPS kelas 2 dan
kelas 3 sudah sesuai dengan kurikulum KTSP, akan tetapi untuk penerapan
kurikulum kelas 1 belum sesuai karena hanya menggunakan kurikulum program
IPS; c) Untuk mengukur evaluasi pembelajaran siswa adalah dengan
menggunakan tes semester sebagai acuannya.; 2) faktor pendukung proses
implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan yaitu tersedianya tempat untuk
menjalankan kegiatan-kegiatan kejar paket; dan dengan menjalin kerja sama
dengan pihak-pihak luar. Faktor penghambatnya adalah : a) Masalah minimnya
pendanaan, masalah pendanaan ini berimbas kepada masalah lain seperti
kurangnya waktu pembelajaran; b) Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran masih kurang; c) Tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut terhadap
program yang dijalankan oleh PKBM Maju Makmur.; 3) strategi yang dilakukan
PKBM untuk mengatasi hambatan yaitu dengan menjalin kerja sama dengan
Dinas Pendidikan dan meminta bantuan kepada pemerintah untuk memberikan
bantuan kepada PKBM; pihak PKBM juga bekerja sama dengan Kepala Desa,
Perangkat Desa lainnya, dan Masyarakat untuk mendukung dan ikut berpartisipasi
terhadap program yang dijalankan oleh PKBM Maju Makmur.
Kata kunci : implementasi, kebijakan, pendidikan kesetaraan.
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Pendidikan mempunyai peranan penting di dalam drama kehidupan
dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang
dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi
perkembangan fisiknya, daya jiwanya (akal, rasa, dan kehendak),
sosialnya dan moralitasnya. (Dwi Siswoyo, dkk. 2007: 17). Dengan
adanya pendidikan diharapkan sumber daya manusia akan meningkat,
karena melalui pendidikan individu dapat mengembangkan potensi dan
bakat yang dimiliki. Hal ini tercantum dalam Undang-undang RI Nomor
20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya sendiri, masyarakat dan
bangsa”.
Menurut Philip H. Coombs, sebagaimana termuat dalam tulisan
Dwi Siswoyo, dkk. Pendidikan secara populer disamakan dengan
persekolahan (schooling) yang lazim dikenal dengan pendidikan formal,
yang bergerak dari tingkat pertama Sekolah Dasar hingga mencapai
tingkat akhir perguruan tinggi. Pendapat yang lebih luas muncul pada
permulaan tahun 1970-an, dan segera diterima secara luas, yaitu bahwa
pendidikan dalam arti luas disamakan dengan belajar, tanpa
memperhatikan dimana, pada usia berapa belajar terjadi. Pendidikan
adalah sebagai proses sepanjang hayat (life long process), dari seseorang
dilahirkan hingga akhir hidupnya (Dwi Siswoyo, dkk. 2007: 16).
2Pendidikan sepanjang hayat atau juga sering disebut dengan
pendidikan seumur hidup (life long education) adalah sebuah konsep
pendidikan yang dilakukan oleh manusia dari lahir sampai dengan
meninggal. Pendidikan sepanjang hayat ini memberikan peluang yang
lebih luas bagi seseorang untuk terus belajar agar dapat meraih kehidupan
yang lebih baik. Mengingat kondisi di lingkungan masyarakat yang selalu
berubah-ubah, manusia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungan masyarakat tersebut.
Kegiatan belajar tidak hanya didapatkan melalui pendidikan formal
saja, tetapi juga informal. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan
dimana saja, kapan saja dan oleh siapapun. Karena di dalam pendidikan
sepanjang hayat tidak mengenal batas usia, semua manusia baik yang
masih kecil hingga yang dewasa/tua tetap bisa menjadi peserta didik.
Menurut Suryati Sidharto, yang dimuat dalam buku (Dwi Siswoyo,
dkk. didalam buku tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan sepanjang
hayat, atau yang sering juga disebut pendidikan seumur hidup (life long
education) merupakan permasalahan yang banyak dibicarakan dalam
bidang pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat mulai menjadi aktual saat
topik tersebut dilontarkan oleh UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) sebagai pandangan tentang
pendidikan yang mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi
didalam masyarakat seluruh dunia dan Negara-negara berkembang pada
khususnya. UNESCO dan lembaga internasional lainnya melihat bahwa
telah terjadi masalah-masalah yang dikarenakan ketertinggalan
pendidikan. Kemiskinan hanya dapat diatasi melalui pendidikan dalam
3format yang sesuai dengan kebutuhan dan ditujukan pada berbagai
kelompok umur dan juga termasuk orang dewasa.
Saat Negara-negara berkembang mulai menerapkan pendidikan
dasar (basic education) yang perwujudannya adalah wajib belajar, maka
diperlukan format pendidikan yang lain untuk menolong kelompok
masyarakat yang kurang beruntung. Format pendidikan sepanjang hayat
dirasa cocok untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelompok
masyarakat yang kurang beruntung tersebut. Hal itu perlu dilakukan
mengingat sampai saat inipun setelah Negara Indonesia ini merdeka sejak
lama namun masih terdapat masyarakat yang mengalami buta aksara, buta
angka, dan buta bahasa Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan pemikiran
kelompok masyarakat tersebut masih kuno, mereka masih berfikir bahwa
pendidikan itu tidaklah penting, yang paling penting buat mereka adalah
bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Mereka juga beranggapan bahwa pendidikan itu mahal dan juga
memerlukan biaya yang tidaklah sedikit, jadi dari pada menyekolahkan
anaknya lebih baik sang anak ikut membantu orang tuanya mencari
nafkah. (Dwi Siswoyo, dkk. 2007: 143-144).
Demi untuk menuntaskan program pemerintah yakni wajib belajar
(wajar) 9 tahun dan juga untuk menghapus buta aksara, buta angka, dan
buta bahasa Indonesia di Indonesia, pendidikan kesetaraan dirasa sangat
tepat untuk mengatasi isu pemerataan pendidikan tersebut. Pendidikan
kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan pendidikan umum setara dengan SD/MI, SMP/MTs,
dan SMA/MA yang terdiri atas program paket A, paket B, dan paket C.
4Mengacu pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang
sisdiknas, anak usia 7-15 tahun wajib memperoleh pendidikan pada
jenjang SD/MI dan SMP/MTs, kecuali bagi mereka yang: 1) tinggal di
daerah terpencil atau terisolasi sehingga tidak dapat menjangkau sekolah;
2) tidak bersekolah karena faktor ekonomi; 3) bekerja mencari nafkah
untuk membantu orang tua; 4) tinggal di masyarakat yang secara budaya
belum menganggap pendidikan sebagai suatu hal yang penting; 5) tinggal
di daerah bencana/konflik. (Departemen Pendidikan Nasional Badan
Peneliti Dan Pengembangan, 2009: 3). Untuk memberikan kesempatan
bagi anak yang memiliki masalah-masalah tersebut, pemerintah telah
menyediakan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal yang
dikenal dengan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah jalur
PNF (pendidikan non formal) dengan standar kompetensi lulusan yang
sama dengan sekolah formal, tetapi konten, konteks, metodologi, dan
pendekatan lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif,
yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatihkan kecakapan
hidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri. Dalam standar kompetensi
lulusan ada kekhasan khusus yang meliputi : 1) pemilikan keterampilan
dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (paket A); 2) pemilikan
keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja (paket B); dan 3)
pemilikan keterampilan untuk berwirausaha (paket C). Perbedaan itu
disebabkan oleh kekhasan karakteristik peserta didik yang karena berbagai
hal tidak bisa mengikuti jalur pendidikan formal. (Departemen Pendidikan
Nasional Badan Peneliti Dan Pengembangan, 2009: 3,4 dan 11).
5Di daerah Wonogiri angka putus sekolah masih cukup tinggi,
banyak siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang tidak melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah menengah atas
(SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Kemudian juga terdapat
siswa SMA dan SMK yang tidak menamatkan studinya, hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor. Faktor utama yang mempengaruhi angka putus
sekolah tinggi di daerah Wonogiri adalah faktor ekonomi masyarakatnya.
Kecamatan Jatisrono adalah salah satu penyumbang angka putus
sekolah di Wonogiri. Kecamatan Jatisrono terletak di sebelah timur kota
Wonogiri, mata pencaharian utama di kecamatan Jatisrono adalah bertani
dan merantau. Mengingat sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai
petani dan perantau, tenaga kerja menjadi sangat penting, anak-anak ikut
dilibatkan dalam profesi tersebut, karena anak-anak juga merupakan
tenaga kerja bagi keluarga tersebut. Masih adanya budaya masyarakat
yang berpandangan bahwa anak adalah aset keluarga sehingga harus
menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini berdampak pada kebebasan
sang anak, anak yang seharusnya masih bersekolah sudah ikut dilibatkan
dalam menopang perekonomian keluarga. Masalah ekonomi yang dialami
oleh orangtua siswa dijadikan alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya,
mereka beralasan tidak mampu menyekolahkan anak dikarenakan
pendidikan yang mahal.
Mahalnya biaya pendidikan menjadi momok yang menakutkan
bagi keluarga yang kurang mampu. Orangtua dari keluarga kurang mampu
banyak pasrah pada keadaan yang membuat anak-anak mereka sulit untuk
mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Cukup
6memprihatinkan memang, bila membayangkan terlalu sederhananya arti
dan makna pendidikan bagi mereka, mengingat pentingnya pendidikan
untuk anak.
Meskipun masalah ekonomi menjadi masalah utama penyebab
angka putus sekolah tinggi, tetapi terdapat faktor lain yang mempengaruhi
angka putus sekolah di Wonogiri, faktor tersebut adalah kenakalan remaja.
Tidak sedikit siswa terjerumus dalam masalah ini, yang mengakibatkan
mereka harus keluar atau dikeluarkan dari sekolah. Bentuk dari kenakalan
remaja ini bermacam-macam. Salah satunya adalah siswa malas, berawal
dari rasa malas untuk bersekolah siswa tersebut memutuskan untuk
membolos dan kemudian berkumpul dengan teman sebayanya. Siswa lebih
memilih kumpul atau nongkrong dengan teman karena lebih
mengasyikkan dari pada harus duduk dan belajar di sekolah dari pagi
sampai siang hari. Kumpul atau nongkrong siswa-siswa ini jauh dari kesan
positif, banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ngumpul
bersama ini. Salah satu bentuk negatif dari kegiatan ngumpul atau
nongkrong siswa-siswa ini adalah mereka minum minuman keras,
merokok, main game dll. Kemudian bentuk lain dari kenakalan remaja
yang terjadi adalah hamil di luar nikah. Karena kenakalan-kenakalan yang
dilakukan oleh siswa ini pihak sekolah melakukan tindakan tegas berupa
siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah.
Melihat berbagai permasalahan pendidikan di atas, Dinas
Pendidikan Wonogiri membuat suatu program belajar masyarakat yang
tersebar di berbagai kecamatan di Wonogiri. Salah satunya yakni melalui
pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). PKBM ini bersifat non
7formal, dimana dengan pelaksanaan PKBM ini diharapkan dapat
mengurangi angka putus sekolah di Wonogiri. Proses pembelajaran
PKBM ini tidak jauh berbeda dengan proses pembelajaran pendidikan
formal pada umumnya, terdapat peserta didik, pendidik, sumber dan bahan
ajar yang sama, kemudian dalam pendidikan non formal ini terdapat
keleluasaan untuk peserta didiknya atau warga belajar, keleluasaan yang
dimaksudkan disini adalah dari segi usia tidak dibatasi, waktu
belajarnyapun juga seminggu sekali mengingat terdapat warga belajar
yang sudah bekerja jadi dengan waktu belajar yang hanya satu minggu
sekali tidak akan mengganggu pekerjaannya dan juga untuk menghemat
biaya.
Salah satu PKBM di Wonogiri yakni PKBM Maju Makmur.
PKBM ini berdiri sejak tahun 2001 di kecamatan Jatisrono dan telah
banyak mencetak lulusan. Melalui PKBM ini, masyarakat Jatisrono yang
tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya dapat menyelesaikan
pendidikannya. PKBM Maju Makmur memberikan andil yang cukup
banyak dalam pendidikan di Jatisrono. Melihat banyak manfaat yang dapat
diambil (dipelajari/dicontoh) dalam pelaksanaan PKBM Maju Makmur,
perlu adanya suatu penelitian yang mendalam mengenai bagaimana cara
atau strategi yang dilakukan PKBM Maju Makmur untuk mencapai
keberhasilan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaannya, sehingga dapat diketahui bagaimana strategi yang tepat
untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di Wonogiri.
Peneliti memfokuskan penelitian pada dinamika implementasi
kebijakan pendidikan kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur.
8B. Identifikasi Masalah
1. Pendidikan masyarakat masih rendah
2. Angka putus sekolah masih tinggi
3. Kesempatan untuk belajar ke jenjang pendidikan menengah atas
terkendala masalah biaya
4. Partisipasi masyarakat masih rendah karena menganggap program
kesetaraan itu masih kalah jauh  jika dibandingkan dengan pendidikan
formal
5. Motivasi untuk belajar kurang
C. Batasan Masalah
Pada penelitian ini dibatasi pada dinamika implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan Kejar Paket C Di PKBM Maju Makmur.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan Kejar Paket
C di PKBM Maju Makmur?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam
implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan Kejar Paket C di
PKBM Maju Makmur?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam menangani hambatan yang
ditemui pada implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur?
9E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan yang ingin
dicapai melalui penelitian ini adalah untuk :
1. Mengetahui tentang implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan
Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi
kebijakan pendidikan kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju
Makmur.
3. Mengetahui strategi yang dilakukan dalam menangani hambatan yang
ditemui pada saat implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :
1. Secara Teoritis
Penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang
bermanfaat mengenai implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan
Kejar Paket C.
2. Secara Praktis
a. Bagi Dinas Pendidikan Wonogiri
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
masukan dan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan
serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam
penyelenggaraan serta pengelolaan pendidikan kesetaraan Kejar
Paket C di Wonogiri
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b. Bagi PKBM
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan masukan serta pertimbangan oleh pihak PKBM terkait
dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan kesetaraan
Kejar Paket C.
c. Bagi Masyarakat
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan





A. Tinjauan Kebijakan Kesetaraan
1. Pengertian Kebijakan
Menurut Anderson yang termuat dalam buku Solichin Abdul Wahab
menjelaskan Kebijakan adalah suatu “purposive course of action or
inaction undertaken by an actor or set of actor in dealing with a problem
or matter of concern” (langkah atau tindakan yang dilakukan secara
sengaja oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan
masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapi). (Solichin Abdul Wahab,
2012: 8)
Pendapat Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengenai definisi
kebijakan tidak jauh beda dengan apa yang dijelaskan oleh Anderson,
mereka mengatakan bahwa kebijakan itu tidak lain ialah “a standing
decision characterized by behavioral consistensy and repetitiveness on the
part of both those who make it and those who abide by it” (berdirinya
sebuah keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dari pembuatnya
dan dipatuhi oleh orang lain). (Solichin Abdul Wahab, 2012: 8-9)
Definisi tentang kebijakan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) cakupannya lebih luas dan rinci apabila dibandingkan
dengan pandangan dari tokoh-tokoh di atas, lembaga dunia tersebut
memberikan makna mengenai kebijakan sebagai berikut:
“kebijakan ialah pedoman untuk bertindak, pedoman itu bisa saja amat
sederhana atau kompleks, bersifat umum dan khusus, luas atau sempit,
kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau
kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini
mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman
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bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai
aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana” (Solichin Abdul
Wahab, 2012: 9)
2. Implementasi Kebijakan
Tangkilisan mensyaratkan bahwa pelaksanaan kebijakan
memerlukan sejumlah keputusan dan tindakan oleh seorang pemimpin.
Ada empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu
komunikasi, sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Putt dan
Springer (Syafaruddin 2008: 86-87) menjelaskan secara rinci bahwa
implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang
memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujudnya ke
dalam praktik organisasi. Implementasi kebijakan memerlukan banyak
keputusan dan tindakan seperti; menjamin dan menguatkan berbagai
arahan, dan peraturan, mengeluarkan dan membuat penemuan, rekrutmen
dan pembinaan personil, menghargai dan membuat kontrak, menciptakan
unit organisasi baru, supervisi staf, membuat anggaran yang diperlukan
dan menciptakan bentuk analisis laporan. Faktor-faktor penting dalam
implementasi kebijakan tersebut saling berkaitan secara dinamis, yang
berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kebijakan dan dapat pula
mempengaruhi hasil dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Arif Rohman (2009) menyebutkan beberapa teori implementasi
kebijakan pendidikan menurut beberapa ahli, yakni teori yang digagas
oleh: (a) Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn; (b) Van Meter dan Van
Horn.
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a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn
Gagasan kedua tokoh ini menyatakan bahwa untuk dapat
mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna, maka
diperlukan banyak sekali syarat, diantaranya:
1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi
pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius.
2) Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan
sumber-sumber yang cukup memadahi.
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus  tersedia.
4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu
hubungan kausalitas yang handal.
5) Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan
hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7) Adanya pemahaman yang dan kesepakatan terhadap tujuan.
8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut
dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Arif Rohman,
2009: 136-137)
b. Van Meter dan Van Horn
Van Meter dan Van Horn, menyebutkan bahwa implementasi
kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan
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oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta
diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan
terlebih dahulu, yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat
untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional,
maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan
besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan.  Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan teorinya
tentang implementasi dengan menentukan enam variabel yang
membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan. Keenam
variabel tersebut meliputi: (1) standar dan tujuan kebijakan; (2)
sumberdaya; (3) komunikasi; (4) interorganisasi dan aktivitas
pengukuhan; (5) karakteristik agen pelaksana; (6) kondisi sosial,
ekonomi dan politik serta karakter pelaksana.
Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van


















3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai
beberapa faktor penghambat, yaitu:
a.   Isi kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi
kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,
sarana-sarana  dan  penerapan  prioritas,  atau  program-program kebijakan
terlalu  umum  atau sama sekali  tidak ada.  Kedua,  karena kurangnya
ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga
menunjukkan   adanya   kekurangan-kekurangan   yang   sangat berarti.
Keempat,  penyebab  lain  dari  timbulnya  kegagalan implementasi suatu
kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang
menyangkut  sumber daya-sumber  daya pembantu, misalnya yang
menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
b.   Informasi
Implementasi  kebijakan  publik mengasumsikan  bahwa  para
pemegang peran  yang terlibat langsung  mempunyai  informasi  yang
perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan
komunikasi.
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c.   Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada
pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan
kebijakan tersebut.
d.   Pembagian Potensi
Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu
kebijakan  publik juga ditentukan  aspek pembagian  potensi  diantara para
pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan
diferensiasi   tugas   dan   wewenang   organisasi   pelaksana. Struktur
organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila
pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan
pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang
kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153).
4. Pendidikan Kesetaraan
Hingga saat ini, pendidikan nasional di Indonesia masih menghadapi
tiga tantangan besar yang kompleks. Tantangan pertama, sebagai akibat
dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat
mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai
selama ini. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan
dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar
bisa bersaing di dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan
diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan
proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman
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kebutuhan/keadaan daerah peserta didik, serta mendorong peningkatan
partisipasi masyarakat. Selain itu, pendidikan nasional juga masih
dihadapkan pada tiga permasalahan yang menonjol yakni: 1) masih
rendahnya pemerataan pendidikan; 2) masih rendahnya kualitas dan
relevansi pendidikan; 3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di
samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu
pengetahuan dan teknologi di kalangan akademis. (Departemen
Pendidikan Nasional Badan Peneliti Dan Pengembangan, 2009: 1-2)
Berkaitan dengan masalah pendidikan yang terjadi di dalam
pendidikan formal, pendidikan nonformal mempunyai peranan untuk
membantu sekolah dan masyarakat dalam upaya memecahkan masalah
tersebut. Kontribusi pendidikan nonformal yang dapat dijadikan solusi
pemecahan masalah pendidikan formal adalah sebagai pelengkap,
penambah, dan pengganti pendidikan formal. Sebagai pelengkap
(complementary education) pendidikan nonformal dapat menyajikan
berbagai mata pelajaran atau kegiatan belajar yang belum termuat dalam
kurikulum pendidikan formal. Sebagai penambah (sumplementary
education) pendidikan nonformal dapat memberikan kesempatan
tambahan pengalaman belajar. Tambahan pengalaman belajar ini seperti
bimbingan belajar pada umumnya. Sebagai pengganti (substitute
education) pendidikan nonformal dapat menggantikan fungsi sekolah di
daerah tertentu karena berbagai alasan, daerah tersebut belum terjangkau
oleh pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan (paket A,B, dan C) adalah
18
contoh fungsi sebagai pengganti. . (Departemen Pendidikan Nasional
Badan Peneliti Dan Pengembangan, 2009: 2-3)
Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal
yang menyelenggarakan pendidikan umum setara dengan SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA yang terdiri atas program paket A, paket B, dan
paket C. Mengacu pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang
sisdiknas, anak usia 7-15 tahun wajib memperoleh pendidikan pada
jenjang SD/MI dan SMP/MTs, kecuali bagi mereka yang: 1) tinggal di
daerah terpencil atau terisolasi sehingga tidak dapat menjangkau sekolah;
2) tidak bersekolah karena faktor ekonomi; 3) bekerja mencari nafkah
untuk membantu orang tua; 4) tinggal di masyarakat yang secara budaya
belum menganggap pendidikan sebagai suatu hal yang penting; 5) tinggal
di daerah bencana/konflik. Untuk memberikan kesempatan bagi anak yang
memiliki masalah-masalah tersebut, pemerintah telah menyediakan
pendidikan yang setara dengan pendidikan formal yang dikenal dengan
pendidikan kesetaraan. . (Departemen Pendidikan Nasional Badan Peneliti
Dan Pengembangan, 2009: 3,4)
Pendidikan kesetaraan adalah jalur PNF dengan standar kompetensi
lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konten, konteks,
metodologi, dan pendekatan lebih memberikan konsep-konsep terapan,
tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan
melatihkan kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri.
Dalam standar kompetensi lulusan ada kekhasan khusus yang meliputi : 1)
pemilikan keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
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(paket A); 2) pemilikan keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia
kerja (paket B); dan 3) pemilikan keterampilan untuk berwirausaha (paket
C). Perbedaan itu disebabkan oleh kekhasan karakteristik peserta didik
yang karena berbagai hal tidak bisa mengikuti jalur pendidikan formal. .
(Departemen Pendidikan Nasional Badan Peneliti Dan Pengembangan,
2009: 11)
a. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kesetaraan
Dalam acuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan program
paket A, B, C (2004: 4) disebutkan bahwa tujuan pendidikan
kesetaraan adalah:
1. Memfasilitasi pendidikan bagi kelompok masyarakat yang karena
keterbatasan social, ekonomi, waktu, kesempatan, dan geografi,
tidak dapat bersekolah pada usia sekolah.
2. Meingkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelola sumber
daya yang ada di lingkungan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
3. Memberikan kesetaraan akademik: paket A setara dengan SD,
peket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA, yang
dapat dipergunakan untuk melanjutkan belajar ataupun untuk
melamar pekerjaan.
Begitu pula dengan fungsi dari pendidikan kesetaraan tidak
jauh berbeda dengan tujuannya yaitu berfungsi untuk
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan sikap dan kepribadian professional, seperti yang
tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang
System Pendidikan Nasional.
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b. Sasaran Pendidikan Kesetaraan
Dalam acuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan program
paket A, B, C (2004: 4) disebutkan bahwa sasaran pendidikan
kesetaraan adalah:
1. Petani, yaitu mereka yang hidup di lingkungan pertanian yang
secara ekonomi dan geografis tidak mampu mengikuti pendidikan
formal.
2. Pesisir khususnya nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan yang
hidup di lingkungan pesisir yang karena faktor ekonomi dan
budaya tidak dapat bersekolah.
3. Pondok pessantren, yaitu mereka yang karena faktor ekonomi,
sosial, atau keyakinan tidak dapat menikuti sekolah formal.
4. Anak jalanan yang secara ekonomi, sosial dan psikologis tidak bias
mengikuti pendidikan formal.
5. PSK (pekerja seks komersial) / eks PSK yang karena faktor
psikologis dan sosial tidak dapat bersekolah.
6. LAPAS (lembaga permasyarakatan) eks LAPAS yang karena
faktor hokum, psikologis dan sosial tidak dapat mengikuti sekolah
formal.
7. Kelompok lainnya, yang terasing dan terpinggirkan karena alasan
geografis atau alas an lainnya sehingga tidak bersekolah pada usia
sekolah.
c. Metode Pembelajaran
Untuk menentukan keberhasilan dalam proses
pembelajaran metode pembelajaran merupakan hal penting. Dalam
metode mengandung unsur yang disusun secara teratur dan logis serta
dituangkan dalam suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan pembelajaran merupakan upaya yang sistematik dan
disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar
peserta didik melakukan kegiatan belajar. (Sudjana, 2005: 8)
Dalam pendidikan nonformal metode yang sering
digunakan saat proses pembelajaran adalah metode pembelajaran
partisipatif. Teknik dalam metode ini, menuntun peserta didik untuk
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ikut secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan berfikir dan
berbuat secara kreatif, bebas, terbuka dan bertanggungjawab dalam
mempelajari hal-hal yang bermakna untuk memenuhi kebutuhan
belajar dan kepentingan bersama. Namun metode ini tidak bisa secara
langsung diterapkan kepada masyarakat tradisional. Hal ini disebabkan
oleh kondisi yang berbeda dari masing-masing masyarakat yang ada.
Dalam menerapkan metode pembelajaran ini, harus melalui
enam tahap pembelajaran yang mencakup pembinaan keakraban,
identifikasi kebutuhan belajar, penyusunan program belajar,
pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian terhadap proses,
hasil serta dampak kegiatan belajar. (Sudjana, 2005: 66)
d. Komponen-komponen Pendidikan Kesetaraan
Dalam penyelenggaraannya, pendidikan kesetaraan harus







5. Landasan Pendidikan Kesetaraan
Landasan hukum untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan adalah
sebagai berikut:
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Yang mendasari tentang terselenggaranya pendidikan kesetaraan
adalah Undang-Undang Dasar 1945, didalam pasal 31 tentang pendidikan
disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran
dan pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan
tersebut. Berdasarkan UUD 1945 kemudian muncullah Undang-undang RI
Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang
menyebutkan:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya sendiri, masyarakat dan
bangsa”.
Mengingat arti pentingnya pendidikan untuk masyarakat pemerintah
membuat suatu bentuk pendidikan non formal yang ditujukan untuk
masyarakat sebagai pengganti pendidikan formal. Salah satu wujud dari
pendidikan non formal adalah pendidikan luar sekolah. Tujuan dari
pendidikan luar sekolah ini adalah: 1) Melayani warga belajar supaya
dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya
guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya; 2) Membina warga
belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang
diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau
melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 3)
Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam
jalur pendidikan sekolah. Hal ini termuat didalam Peraturan Pemerintah
No 73 Tahun 1991. Dalam Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991
mengatur mengenai tujuan pendidikan luar sekolah, jenis pendidikan,
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penyelenggarakan pendidikan, tenaga kependidikan, warga belajar,
kurikulum, bentuk satuan pendidikan, penilaian, dan pembinaan.
Salah satu pendukung terselenggaranya pendidikan luar sekolah adalah
tenaga kependidikan, didalam  Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991
pasal 6 dan pasal 7 dijelaskan bahwa Tenaga kependidikan pada
pendidikan luar sekolah terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan
pendidikan, penilik, peneliti dan pengembang dibidang pendidikan,
pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji. Tenaga pendidik
terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan baik dengan
maupun tanpa memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik. Didalam
pasal tersebut dijelaskan bahwa tenaga pendidik tidak harus memiliki
kualifikasi, padahal posisi pendidikan luar sekolah sebagai pengganti
pendidikan formal seharusnya mempunyai tenaga kependidikan yang
kualifikasinya tidak jauh berbeda dengan pendidikan formal. Sehingga
siswa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dari tenaga
kependidikan tersebut. Melihat pentingnya peran serta tenaga
kependidikan pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur dan
memperjelas mengenai tenaga kependidikan yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1992. Dalam PP tersebut dijelaskan
bahwa tenaga kependidikan harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang
bersangkutan selain memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar harus
pula memenuhi persyaratan berikut:
a) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang
berwenang, yang meliputi:
1. tidak menderita penyakit menahun (kronis) dan/atau yang menular;
2. tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan
tugas sebagai tenaga pendidik;
24
3. tidak menderita kelainan mental.
b) Berkepribadian, yang meliputi:
1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
2. berkepribadian Pancasila.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan lebih spesifik mengenai
kualifikasi tenaga kependidikan dan tenaga pendidik untuk pendidikan luar
sekolah.
Selain itu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program
pendidikan kesetaraan kejar paket C tercantum didalam Permendiknas No
14 Tahun 2007 tentang standar isi dan Permendiknas No 3 Tahun 2008
tentang standar proses. Dalam Permendiknas No 14 Tahun 2007 mengatur
mengenai:
a) Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan acuan
dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan;
b) Beban belajar bagi peserta didik pada program Paket A, Paket B,
dan Paket C;
c) Kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C, yang akan
dikembangkan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai
bagian tak terpisahkan dari standar isi; dan
d) Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada
program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Dalam Permendiknas No 3 Tahun 2008 mengatur mengenai:
1. Perencanaan proses pembelajaran
a. Silabus
b. Rencana pelaksanaan pembelajaran
c. Prinsip penyusunan RPP
d. Beban belajar dan kegiatan pembelajaran
e. Penempatan peserta didik
f. pelayanan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran
a. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
b. Pelaksanaan pembelajaran
3. Penilaian hasil pembelajaran







B. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Dan Proses
1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Standar kompetensi lulusan pendidikan (SKL-SP) dikembangkan
berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:
a. Pendidikan dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih
lanjut.
b. Pendidikan menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C
bertujuan : meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan
mengikuti pendidikan lebih lanjut.
c. Pendidikan menengah kejuruan yang terdiri atas smk/mak
bertujuan : meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan
mengikuti pendidikan lebih lanjut. (Departemen Pendidikan
Nasional Badan Peneliti Dan Pengembangan, 2009: 17)
Adapun standar kompetensi lulusan selengkapnya adalah:
a. SMP/MTs/SMPLB/Paket B
1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap
perkembangan remaja.
2) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
3) Menunjukkan sikap percaya diri.
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4) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan
yang lebih luas.
5) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan
golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional.
6) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan
sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif.
7) Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif dan
inovatif.
8) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai
dengan potensi yang dimilikinya.
9) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan
masalah dalam kehidupan sehari-hari.
10) Mendeskrepsikan gejala alam dan sosial.
11) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggungjawab.
12) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya
persatuan dalam negara kesatuan republik Indonesia.
13) Menghargai karya seni dan budaya nasional.
14) Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk
berkarya.
15) Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan
memanfaatkan waktu luang.
16) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun.
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17) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam
pergaulan di masyarakat.
18) Menghargai adanya perbedaan pendapat.
19) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek
sederhana.
20) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca,
dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris
sederhana.
21) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti
pendidikan menengah. (Departemen Pendidikan Nasional
Badan Peneliti Dan Pengembangan, 2009: 17-19)
b. SMA/MA/SMALB/Paket C
1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai
dengan perkembangan remaja.
2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan
kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.
3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas
perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.
4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan
golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.
6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan
secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif.
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7) Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif, dan
inovatif dalam pengambilan keputusan.
8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar
untuk pemberdayaan diri.
9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan
hasil yang terbaik.
10) Menunjukkan kemampuan kompleks menganalisis dan
memecahkan masalah.
11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial
12) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung
jawab.
13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara secara demokratis dalam wadah negara kesatuan
republik Indonesia.
14) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
15) Mengapresiasi karya seni dan budaya.
16) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok.
17) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani,
serta keberhasilan lingkungan.
18) Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun.
19) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam
pergaulan di masyarakat.
20) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati
terhadap orang lain.
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21) Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah
secara sistematis dan estetis.
22) Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis dan
berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris.
23) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti
pendidikan tinggi. (Departemen Pendidikan Nasional Badan
Peneliti Dan Pengembangan, 2009: 19-21)
2. Pengembangan Standar Isi
Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi
manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan
diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu
pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia
seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah
karya agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan
lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi
sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan
efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan
manajemen berbasis masyarakat dan otonomi perguruan tinggi serta
pembaruan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah,
transparan, demokratis, dan berkesinambungan.
Berdasarkan penjelasan pasal 17 dan pasal 18 undang-undang
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan
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bahwa pendidikan yang sederajat dengan sd/mi adalah program seperti
paket A dan yang sederajat dengan smp/mts adalah program seperti
paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA
adalah program seperti paket C.
Setiap peserta didik yang lulus ijian program paket A, paket B,
atau paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan
pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA untuk dapat
mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan
paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan
pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.
Dalam dokumen ini membahas standar isi sebagaimana dimaksud oleh
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan
nasional.
Standar isi ini memuat:
a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan acuan
dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan
b. Beban belajar bagi peserta didik pada program paket A, paket
B, dan paket C
c. Kurikulum program paket A, paket B, dan paket C, yang akan
dikembangkan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum
sebgai bagian tak terpisahkan dari standar isi dan
d. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada
program paket A, paket B, dan paket C.
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Standar isi dikembangkan oleh badan standar nasional pendidikan
(BSNP) yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor
19 tahun 2005. (Departemen Pendidikan Nasional Badan Peneliti
Dan Pengembangan, 2009: 21-23)
C. Pendidikan Luar Sekolah
Pendidikan luar sekolah merupakan sistem baru dalam dunia
pendidikan, bentuk dan pelaksanaan pendidikan luar sekolah ini berbeda
dengan sistem sekolah yang sudah ada. Dalam pendidikan luar sekolah
juga terdapat hal-hal yang penting jika dibandingkan dengan pendidikan
sekolah, seperti bentuk pendidikan, tujuan, sasaran, pelaksanaan dan
sebagainya. (Soelaiman Joesoef, 2004: 49)
Definisi pendidikan menurut komunikasi pembaruan nasional
pendidikan yang tercantum dalam buku Soelaiman Joesoef adalah setiap
kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar
sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan
maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan, dengan
tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang
memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif
dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan
negaranya.
Lebih lanjut Phillips H. Combs mengungkapkan bahwa pendidikan
luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang
diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan
bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk
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memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai
tujuan-tujuan belajar. (Soelaiman Joesoef, 2004: 50)
1. Alasan Timbulnya Pendidikan Luar Sekolah
a. Alasan Dari Segi Faktual-Historis
1) Kesejarahan
Pada umumnya setiap orang beranggapan bahwa
pendidikan itu selalu berhubungan dengan sekolah, guru, dan
murid. Mereka tidak menyadari bahwa sebelum seorang anak
menjadi murid di sekolah, anak tersebut terlebih dahulu telah
mendapatkan pendidikan keluarga yang diberikan oleh orang
tuanya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Drs. Suwarno bahwa :
“Di dalam keluargalah anak-anak pertama kali
mendapatkan pendidikan, dan pendidikan yang diperoleh
dalam keluarga merupakan yang terpenting karena
berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak”.
(Soelaiman Joesoef, 2004: 40)
Jadi dalam keluargapun sebenarnya telah terjadi proses
pendidikan, tentu saja sistem yang digunakan berbeda dengan
sistem yang diterapkan di sekolah.
2) Kebutuhan Pendidikan
Kesadaran akan kebutuhan pendidikan dari masyarakat
semakin meluas seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi,
perkembangan ekonomi, perkembangan politik. Realitas lain
adalah makin dibutuhkannya berbagai macam keahlian dalam
menyongsong kehidupan yang semakin kompleks dan penuh
tuntutan, maka sangat wajar jika masyarakat menghendaki
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berbagai penyelenggaraan pendidikan dengan program-program
keahlian.
Hal ini berimplikasi pada sistem dan bentuk-bentuk
pendidikan yang dilaksanakan dan seterusnya dikenal dengan
adanya sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan luar
sekolah serta ada bentuk pendidikan formal, informal, dan non
formal.
Dalam realisasi kegiatannya, kedua sistem pendidikan
yakni sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan luar
sekolah hendaknya saling menunjang dalam programnya, di dalam
kerangka penerus kebutuhan masyarakat.
3) Keterlantaran Pendidikan Luar Sekolah
Pada awalnya orang telah menyelenggarakan berbagai
kegiatan pendidikan yang hakikatnya menggunakan sistem di luar
dunia sekolah dan dilaksanakan bersamaan dengan pendidikan
sekolah biasa, namun terdapat kegiatan yang telah ditinggalkan
orang.
a) Mass Education :
Yakni: “. . . . . pendidikan yang diberikan pada orang
dewasa di luar lingkungan sekolah, yang mempunyai tujuan
untuk memberikan kecakapan baca tulis dan pengetahuan
umum, untuk dapat mengikuti perkembangan, dan kebutuhan
hidup di masyarakat”. (Soelaiman Joesoef, 2004: 43)
b) Adult Education :
Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pendidikan orang
dewasa yakni:
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“usaha atau kegiatan esyang umumnya dilakukan dengan
kemauan sendiri tanpa ada paksaan idari siapapun oleh orang-
orang dewasa, termasuk juga pemuda di luar abatas tertinggi
masa kewajiban belajar dan diselenggarakan di luar
lingkungan sekolah biasa”. (Soelaiman Joesoef, 2004: 43)
c) Fundamental Education :
Pendidikan dasar ini dilancarkan sendiri oleh Unesco tahun
1949, tujuan utamanya adalah untuk menolong masyarakat
dalam mencapai kemajuan sosial-ekonomi, agar mereka dapat
mendapatkan tempat yang layak dalam dunia modern.
Pendidikan ini jelas ditujukan kepada masyarakat dan daerah
yang terbelakang agar dapat menyamai dengan masyarakat dan
daerah yang telah maju.
d) Pendidikan Masyarakat
Pendidikan ini ditujukan kepada orang dewasa termasuk
didalamnya pemuda di luar batas umur tertinggi kewajiban
belajar dan dilakukan di luar lingkungan dan sistem
pengajaran sekolah biasa. Pendidikan ini dilaksanakan sejak
tahun 1946 dan mempunyai tugas utama yakni untuk
memberantas buta huruf. Hal ini mengingat bahwa pada saat
itu masih banyak rakyat Indonesia yang masih buta huruf
sekitar 90%.
Adapun bahan/isi pendidikannya meliputi: 1)
Pemberantasan buta huruf; 2) Pendidikan kesehatan jasmani;
3) Pendidikan jiwa; 4) Pendidikan perbaikan hidup sehari-hari;
5) Pendidikan ke arah perkembangan seni dan hiburan; 6)
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Pendidikan kader dan organisasi; 7) Pendidikan untuk wanita
dan anak-anak.
Sedangkan untuk bentuk pendidikannya adalah: 1) Kursus
dan latihan; 2) Kumpulan belajar; 3) Kelas bebas; 4) Pama dan
pami; 5) Sekolah keliling. (Soelaiman Joesoef, 2004: 40-48)
b. Alasan Dari Segi Formal – Kebijakan
1) Undang-Undang Dasar 1945
Dalam UUD 1945 disebutkan secara jelas dan tegas sebagai
berikut:
a) Pembukaan UUD 1945 Menyebutkan:
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
b) Batang Tubuh UUD 1945 Menyebutkan Pula:
Pasal 31 ayat 1 “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan
pengajaran”.
Pasal 31 ayat 2 “ pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur
dengan undang-undang”.
2) Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
GBHN mengungkapkan dengan jelas bahwa:
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a) Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di
dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat.
Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara
keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b) Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah,
yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk
kepramukaan, latihan-latihan keterampilan, dan pemberantasan
buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang
ada. (Soelaiman Joesoef, 2004: 40-48)
D. Penelitian Relevan
Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah:
Penelitian yang telah dilakukan oleh Anton Hanafi (2000) yang
berjudul “Pelaksanaan Program Keterampilan Kejar Paket B “Ngudi
Ilmu” Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul
Tahun Ajaran 1998/1999”. Dalam penelitian tersebut peneliti ingin
mengetahui tentang bagaimana proses pembelajaran teori dan praktek
untuk program keterampilan pada kejar paket B. Kemudian untuk
mengetahui sejauhmana keberhasilan dari pelaksanaan program
keterampilan pada kejar paket B. Dan juga untuk mengetahui hambatan-
hambatan apa saja yang muncul dan dialami sebagai indikator untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaan program keterampilan kejar paket B.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan
bentuk laporan studi kasus. Kenapa menggunakan pendekatan ini, karena
permasalahan yang diteliti adalah suatu kasus yang terjadi disuatu tempat
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atau wilayah tertentu di mana hasil penelitian tersebut tidak dapat
digeneralisir di wilayah lain. Meskipun identifikasi permasalahannya
hampir sama. Subjek penelitian di sini adalah pengelola, pelaksana,
penyelenggara dan warga belajar.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Purwanti (1998) yang
berjudul “Studi Kasus Peran Serta Masyarakat Dalam Program Wajib
Belajar 9 Tahun Pada Program Kejar Paket B Di Desa Lumbungrejo
Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Dalam penelitian
tersebut peneliti ingin mengetahui kondisi pelaksanaan wajib belajar 9
tahun pada program kejar paket B, bentuk peran serta masyarakat dan
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun diprogram paket B. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif.
Untuk lokasi penelitian di Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel
Kabupaten Sleman dipilih karena daerah tersebut merupakan salah satu




Melihat masih cukup tingginya angka anak putus sekolah di
Indonesia khususnya untuk daerah-daerah terpencil, kemudian masih
terdapat juga masyarakat yang berpendidikan rendah. Hal ini
membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan juga sebuah
pemecahan masalah, mengingat pentingnya pendidikan untuk kemajuan
umat manusia.
Mengacu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang
sisdiknas, anak usia 7-15 tahun wajib memperoleh pendidikan pada
jenjang SD/MI dan SMP/MTs, kecuali bagi mereka yang: 1) tinggal di
daerah terpencil atau terisolasi sehingga tidak dapat menjangkau sekolah;
2) tidak bersekolah karena faktor ekonomi; 3) bekerja mencari nafkah
untuk membantu orang tua; 4) tinggal di masyarakat yang secara budaya
belum menganggap pendidikan sebagai suatu hal yang penting; 5) tinggal
di daerah bencana/konflik. (Departemen Pendidikan Nasional Badan
Peneliti Dan Pengembangan, 2009: 3)
Untuk memberikan kesempatan bagi anak yang memiliki masalah-
masalah tersebut, pemerintah telah menyediakan pendidikan yang setara
dengan pendidikan formal yang dikenal dengan pendidikan kesetaraan.
Pendidikan kesetaraan adalah jalur PNF (pendidikan non formal) dengan
standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal.
Sebagai alternatif untuk pemecahan permasalahan pendidikan di
atas, Dinas Pendidikan Wonogiri membuat suatu program belajar
masyarakat yang tersebar di berbagai kecamatan di Wonogiri. Salah
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satunya yakni melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Pusat
kegiatan belajar masyarakat ini bersifat non formal, dimana dengan
pelaksanaan PKBM ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah
dan mengatasi pendidikan masyarakat yang masih rendah di Wonogiri.
Salah satu PKBM di Wonogiri yakni PKBM Maju Makmur.
PKBM ini berdiri sejak tahun 2001 di kecamatan jatisrono dan telah
banyak mencetak lulusan. Melalui PKBM ini, masyarakat Jatisrono yang
tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya dapat menyelesaikan
pendidikannya. PKBM Maju Makmur memberikan andil yang cukup
banyak dalam pendidikan di Jatisrono.
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Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Di
PKBM Maju Makmur
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1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan Kejar Paket C di
PKBM Maju Makmur?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan Kejar Paket
C di PKBM Maju Makmur?
3. Bagaimanakah peran Ketua Penyelenggara Wakil Bidang serta Tutor
dalam melaksanaan kebijakan pendidikan kesetaraan Kejar Paket C di
PKBM Maju Makmur?
4. Hambatan apa saja yang dihadapi saat proses implementasi pendidikan
kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur?
5. Strategi apa saja yang dipakai dalam menanggulangi faktor
penghambat dalam proses implementasi pendidikan kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur?
6. Apa saja yang menjadi faktor pendukung saat proses implementasi





Penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan
secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai prosedurnya maupun
dalam proses berfikir tentang materinya. Sifat ilmiah menitikberatkan
kegiatan penelitian sebagai usaha menemukan kebenaran yang objektif.
Sedangkan, penelitian yang harus dilaksanakan secara sistematis, teratur,
dan tertib berarti prosesnya harus mengikuti prosedur atau metode dan
teknik yang paling sesuai dengan masalah. Prosedur atau metode dan
teknik penelitian itu dalam kenyataannya juga merupakan pola yang
berfungsi mengarahkan proses berfikir agar penelitian menghasilkan
kebenaran yang objektif (Andi Prastomo, 2011: 19).
Berdasarkan uraian permasalahan yang ada dalam penelitian ini,
maka  pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti dapat
menghasilkan data yang bersifat deskriptif guna mengungkapkan sebab
dan proses yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi (Sugiyono, 2012: 1). Bodgan dan Taylor dalam Lexy
J. Moleong  menyebutkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
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orang-orang dan perilaku yang diamati, oleh karena itu, pendekatan ini
diarahkan pada latar atau lingkungan sosial individu secara utuh. (Lexy J.
Moleong, 2010: 4)
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan
peneliti berusaha menguraikan dan mendeskripsikan terkait dinamika
implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan Kejar Paket C Di PKBM
Maju Makmur.
B. Setting Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Maju Makmur Kecamatan
Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Lokasi penelitian dipilih dengan
pertimbangan bahwa di Kecamatan Jatisrono angka putus sekolah masih
tinggi, Kesempatan untuk belajar ke jenjang pendidikan menengah atas
terkendala masalah biaya, partisipasi masyarakat rendah karena
menganggap program kesetaraan itu masih kalah jauh  jika dibandingkan
dengan pendidikan formal.
C. Subjek Penelitian
Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling,
yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010:
216). Subjek dalam penelitian ini meliputi ketua penyelenggara, wakil
bidang, tutor, dan warga belajar. Hal ini dipilih karena mereka terlibat
langsung dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dan tahu
tentang situasi yang berkembang di lingkungan yang akan diteliti guna
mempermudah peneliti dalam pengambilan data.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data
menggunakan tiga teknik sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan
pengamatan yang sistematis terhadap objek yang sedang diteliti. Suatu
kegiatan pengamatan baru diketegorikan sebagai kegiatan pengumpulan
data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut.
a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan
secara serius.
b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah
ditetapkan.
c. Pengamatan dicatat secara sistematik.
d. Pengamatan dapat dicek mengenai keabsahannya.
2. Wawancara
Menurut Lexy J. Moleong (2010: 186) , wawancara merupakan
percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan dilakukan oleh
dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancara (interviewee) yang menberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui
hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini
tidak dapat ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2012: 72). Jadi dapat
dikatakan bahwa wawancara atau interview merupakan teknik
pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada
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subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini adalah tanya jawab
kepada ketua penyelenggara, tutor/pembimbing dalam kelompok belajar,
dan warga belajar.
3. Dokumentasi
Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif
adalah dengan kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen, foto dan lain-lain. Dokumentasi sebagai teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pencatatan atau
pengutipan data dari dokumen yang ada di lokasi penelitian. Kemudian
dokumentasi lain juga dapat dilakukan dengan perekaman suara saat
wawancara, pengambilan foto menggunakan kamera. Foto-foto tersebut
memuat tentang kegiatan pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Teknik
dokumentasi sangat perlu dilakukan kerena untuk melengkapi data dari
wawancara dan observasi. (Lexy J. Moleong, 2010: 157)
E. Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian
yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian
menjadi jelas mungkin akan dikembangkan instrumen penelitian
sederhana, yang diharapkan dapat digunakan untuk menjaring data pada
sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil
pengamatan dan observasi. Selain peneliti menjadi instrumen utama,
namun peneliti juga menggunakan instrumen pendukung, Instrumen
pendukung yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
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1. Lembar Observasi
Lembar observasi merupakan pedoman terkait apa saja yang akan
diteliti, kemudian akan dikembangkan selama pelaksanaan penelitian
untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih rinci.
2. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara berisi tentang garis besar pertanyaan-
pertanyaan dalam kegiatan wawancara, kemudian akan dikembangkan
saat proses wawancara berlangsung, untuk mendapatkan gambaran yang
lebih lengkap terkait permasalahan yang sedang diteliti.
3. Pedoman Dokumentasi
Pedoman dokumentasi digunakan peneliti untuk menentukan mana
saja objek-objek yang akan didokumentasikan. Dokumentasi dalam hal
ini terkait dengan perekaman suara saat proses wawancara juga
pengambilan gambar sebagai bukti telah melakukan penelitian.
(Sugiyono, 2012: 183)
F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain
(Sugiyono, 2012: 89).
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data
yang dikemukakan oleh Milles & Hubberman (Sugiyono, 2012: 91), yakni
analisis data deskriptif kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas
dalam analisis data yaitu; data collection (pengumpulan data), data
reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion
drawing (verification).
Gambar 3: Analisis Data Model Interaktif (Sugiyono 2012: 91)
Aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
Pengumpulan data selama penelitian di lapangan dicatat dan
direkam, dalam bentuk deskriptif naratif, dengan menguraikan data
yang diperoleh selama penelitian di lapangan.
2. Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, dan memilah-milah










penting dan menyisihkan data-data pelengkap. Reduksi data
dilakukan terus-menerus selama penelitian dilaksanakan. Reduksi
data juga merupakan analisis yang mendalam terhadap hasil dari
pengumpulan data, mengarahkan, dan membuang data yang tidak
berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah direduksi dapat
mempermudah peneliti mencari data kembali jika diperlukan
dikemudian hari.
3. Penyajian Data (Data Display)
Dalam tahap penyajian data, peneliti menyajikan data yang
telah direduksi berdasarkan kategori data yang telah dikelompokkan
sebelumnya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, tabel, dan foto cetak atau sejenisnya.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing
/Verifyng)
Kegiatan verifikasi dilakukan sejak tahap pengumpulan data,
reduksi data, sampai penyajian data. Proses verifikasi dan penarikan
kesimpulan merupakan proses pemahaman mendalam atas penelitian
yang dilakukan. Kesimpulan didasarkan pada hasil penelitian yang
telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam proses ini,
peneliti harus berhati-hati dan teliti dalam mengambil kesimpulan,
sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan.
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G. Keabsahan data
Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding data itu (Lexy J. Moleong, 2010: 330). Triangulasi
data yang didapatkan dari sumber lain diharapkan dapat mempertinggi
validitas dari hasil penelitian.
Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi data dibedakan menjadi 4
macam, yaitu:
1. Triangulasi sumber maksudnya membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang
berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi metode maksudnya pengecekan derajat kepercayaan
penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data.
3. Triangulasi peneliti maksudnya memanfaatkan peneliti untuk
keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi teori maksudnya membandingkan teori yang ditemukan
berdasarkan kajian lapangan dengan teori yang telah ditemukan para
ahli. (Lexy J. Moleong, 2010: 330-331)
Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi
sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dipilih karena peneliti
mengumpulkan data dari sumber data yang berbeda yang tersedia di
lapangan. Peneliti juga menggunakan triangulasi metode. Triangulasi
dengan metode tersebut akan diperoleh antara lain dengan
membandingkan data hasil wawancara dengan isi atau dokumentasi yang
berkaitan. Melalui triangulasi ini, peneliti mengecek keabsahan data yang
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diperoleh dari membandingkan data yang diperoleh dari nara sumber
melalui wawancara, data pengamatan dan dokumentasi, maka akan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Profil Lembaga PKBM
Nama Lembaga : PKBM Maju Makmur
Alamat Lembaga : Kantor Eks Kawedanan, Rt 02 Rw
02, kelurahan jatisari, Kecamatan
Jatisrono, Kabupaten Wonogiri,
Propinsi Jawa Tengah, 57691





Penanggung Jawab : Teguh Subroto
Jenis Kelamin : Laki-laki
KTP : 33.1220.210874.0001
Pendidikan Terakhir : SLTA






Kepemilikan : Lembaga/Organisasi Keagamaan
Tahun Berdiri : 2001
No Akte Notaris :-09-
Nama Notaris : Susana Widjianti, SH




No Ijin Operasional : 422.1/193
Tanggal : 14 Desember 2006
Instansi Pemberi Ijin : Dinas Pendidikan Kabupaten
Wonogiri
NILEM : 33.1.28.3.1.0005
Klasifikasi Lembaga : Propinsi
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Wilayah Geografis : Pedesaan
Jenis Program Yang
Dilaksanakan
: 1). Kelompok Bermain/Play Group
2). Satuan Paud Sejenis
3). Pendidikan Keaksaraan
4). Pendidikan Kesetaraan Paket A
5). Pendidikan Kesetaraan Paket B
6). Pendidikan Kesetaraan Paket C
7). Kursus Dan Pelatihan
8). Taman Bacaan Masyarakat






4). Tata Kecantikan Rambut
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2. Data Kepegawaian
Tebel 1 : Data Kepegawaian PKBM Maju Makmur
No Nama Nip Mapel Penyelenggara
1 Maskur Prihanto,
S.E 19750225 200701 1 006 Ekonomi Ketua Penyelenggara
2 Dra Rum Sri





3 Tri Budi Santoso,
S.Pt. 19760624200801 1 014 Biologi
4 Agus Sudiyono,
S.Pd. 19720731 200701 1 006 PPKN
5 Farida Ariani, S.Pd. 19660206 200801 2 003 BhsIndonesia
6 Aris Nur Santoso,
A.Ma. 19781204200903 1 002 Kimia






















Sumber : Data PKBM Maju Makmur
3. Data Siswa Tahun Ajaran 2013/2014








Sumber : Data PKBM Maju Makmur
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4. Data Sarana Dan Prasarana
a. Lahan/Bangunan
Tabel 3 : Lahan/Bangunan
Lahan/Bangunan Jumlah Luas Satuan
Lahan/Tanah 625 Unit/M2
Bangunan 2 126 Unit/M2
Sumber : Data PKBM Maju Makmur
b. Rincian Bangunan
Tabel 4 : Rincian Bangunan
Rincian Jumlah Luas Satuan
Ruang Tamu 1 4x4m Ruang/M2
Ruang Sekretaris 1 4x4m Ruang/M2
Ruang Kantor Pengurus 1 4x4m Ruang/M2
Ruang Belajar Teori 3 6x8m Ruang/M2
Ruang Praktek Keterampilan 1 5x4m Ruang/M2
Ruang Bermain/Belajar 1
Ruang Serbaguna 1 6x7m Ruang/M2
Ruang Usaha/Produksi 1 5x4m Ruang/M2
Ruang Perpustakaan/TBM 1 5x4m Ruang/M2
Ruang Penjaga/Satpam - - -
Ruang Ibadah - - -
Dapur - - -
Ruang MCK 2 2x1,5m Ruang/M2
Sumber : Data PKBM Maju Makmur
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c. Sarana Pembelajaran/Keterampilan
Tabel 5 : Sarana Pembelajaran/Keterampilan
Jenis sarana Jumlah Satuan
Kursi Tamu 1 Set
Meja/Kursi/Lemari Sekretariat 2 Set
Meja/Kursi/Lemari Kantor Pengurus 1 Set
Meja/Kursi Ruang Belajar Teori 40 Set
Meja/Kursi Ruang Keterampilan 4 Set
Papan Tulis 2 Unit
APE PAUD 2 Paket
Mesin Tik Manual - -
Komputer 1 Unit
Printer 1 Unit
Mesin Faksimile/Telp 1 Unit
Alat Keterampilan Sesuai Program - -
Alat Musik 1 Unit
Kendaraan Operasional - -
Lainnya......
Bahan Ajar (Buku/Modul)
a. PAUD 5 Paket
b. Keaksaraan 5 Paket
c. Paket A 5 Paket
d. Paket B 5 Paket
e. Paket C 5 Paket
f. Keterampilan 5 Paket




Sumber : Data PKBM Maju Makmur
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Pusat kegiatan belajar masyarakat ini berkedudukan dan berkantor
pusat di Kabupaten Wonogiri, dan untuk pertama kalinya berpusat di
Dusun Jatisrono, Rt 01, Rw 01, Desa Jatisrono, Kecamatan Jatisrono,
Kabupaten Wonogiri.
Maksud dan tujuan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah:
a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan
pendidikan luar sekolah guna memperluas pemerataan kesempatan
belajar.
b) Meningkatkan mutu proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan luar
sekolah.
c) Mengembangkan keterkaitan dan kesepadanan penyelenggaraan
pendidikan luar sekolah dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha,
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d) Meningkatkan jumlah dan mutu lulusan serta pendidikan luar sekolah.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka pusat kegiatan
belajar masyarakat (PKBM) ini berhak menjalankan semua dan segala
usaha yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan
maksud dan tujuan PKBM ini, diantaranya:
a) Menyelenggarakan program khusus yang meliputi: komputer, bahasa,
akuntansi, menjahit, bordir, stir mobil, montir mobil, dan montir
sepeda motor.
b) Menyelenggarakan program pusat kegiatan belajar masyarakat yang
meliputi: keaksaraan fungsional (KF), kejar paket A (setara SD), kejar
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paket B (setara SMP), kejar paket C (setara SMA), kelompok belajar
olah raga (KBO), taman bacaan masyarakat (TBM), pendidikan anak
usia dini (PAUD), dan kelompok belajar usaha (KBU).
c) Menyelenggarakan program khusus kecakapan hidup (life skill)
diantaranya: pelatihan keterampilan dalam hal kerajinan dengan segala
turutannya; pelatihan dibidang perikanan, pertanian, peternakan
dengan segala turutannya; pelatihan di bidang pelatihan produksi obat-
obatan dengan bahan baku dari herbal; serta usaha-usaha lain yang
dipandang perlu, asal satu dan lainnya itu tidak bertentangan dengan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia, ketertiban umum
dan tata susila yang baik.
5. Dinamika Pendidikan Kesetaraan di PKBM Maju Makmur
Dinamika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
bagian ilmu Fisika mengenai benda-benda yang bergerak dan tenaga
yang menggerakkan. Berarti dinamika juga dapat dipahami sebagai
sebuah perubahan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 329)
Kebijakan pendidikan kesetaraan muncul dikarenakan masalah
isu pemerataan pendidikan dan untuk menuntaskan wajib belajar.
Pendidikan kesetaraan merupakan sebuah usaha yang dilakukan
pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Dewasa ini banyak
masyarakat yang masih berpendidikan rendah dan juga tidak sedikit
anak yang masih putus sekolah. Pemerintah membuat suatu terobosan
untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui pendidikan
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kesetaraan. Dengan adanya pendidikan kesetaraan tersebut diharapkan
dapat memberikan akses pendidikan kepada masyarakat khususnya
masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan yang nantinya akan digunakan dalam kehidupan sehari-
hari dan juga untuk bekerja mencari nafkah.
Wujud dari pendidikan kesetaraan ini antara lain keaksaraan
fungsional (KF), kejar paket A (setara SD), kejar paket B (setara
SMP), kejar paket C (setara SMA), Kelompok Belajar Olah Raga
(KBO), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Kelompok Belajar
Usaha (KBU). Agar program tersebut dapat berjalan dengan baik maka
dibentuklah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai
tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan. Selain
melaksanakan program di atas, PKBM juga memberikan life
skill/kecakapan hidup, seperti kursus dan pelatihan-pelatihan.
PKBM Maju Makmur merupakan PKBM yang terletak di
Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Jatisrono. Awal mulanya PKBM ini
terbentuk pada tahun 2001, program awal diluncurkan oleh
pemerintah. Pada saat program tersebut diluncurkan oleh pemerintah
pihak PKBM mempunyai inisiatif untuk ikut melaksanakan program
tersebut, hal ini dikarenakan banyak peserta didik yang tidak terserap
ke jenjang pendidikan formal karena terkendala biaya dan kendala-
kendala lainnya. Program tersebut diluncurkan untuk mengatasi
peserta didik yang tidak terserap ke jenjang pendidikan formal, untuk
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melaksanakan program tersebut pihak PKBM melakukan sosialisasi ke
desa-desa dan menjalin kerja sama dengan kepala desa, pihak PKBM
juga membuat edaran berupa brosur setiap kali tahun ajaran baru.
Metode ini dilakukan selama lebih dari 3 tahun, namun sekarang pihak
PKBM sudah tidak melakukan metode itu karena sudah banyak
masyarakat yang mengenal program pendidikan kesetaraan, selain itu
masyarakat juga sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya
pendidikan. Pada tahun pertama pelaksanaan pendidikan kesetaraan,
PKBM Maju Makmur hanya mempunyai peserta didik yang berjumlah
4 orang. Dalam pelaksanaannya peserta didik tersebut masih
meragukan kualitas dari pendidikan kesetaraan yang dijalankan, karena
masih belum percaya apakah ijasah kejar paket itu laku atau tidak.
PKBM ini juga merupakan program dari pusat, yang mana
program ini diselenggarakan diseluruh Indonesia dan tersebar disetiap
kabupaten, nantinya kabupaten akan membentuk PKBM disetiap
kecamatan. PKBM ini di bawah langsung di Dirjen pendidikan luar
sekolah yang menangani PKBM dan LPK. PKBM membawahi
program kejar paket A ,B, dan C, desa vokasi, KUM semacam paket A
namun pra buta aksara.
Dari berdiri sampai sekarang program yang sudah dikerjakan
oleh PKBM Maju Makmur adalah keaksaraan fungsional, kejar paket
A, B, dan C, untuk kegiatan pelatihan seperti KUM, Desa Vokasi,
kursus/pelatihan, taman bacaan. Untuk program tersebut tidak pasti
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dalam 1 tahun itu ada, karena program tersebut membutuhkan dana
yang lumayan jadi kadang ada kadang juga tidak. Tapi untuk tahun ini
program yang akan dijalankan adalah yang jelas paket C, kemudian
akan ada desa vokasi, KUM. Untuk program KUM ini ditujukan untuk
orang tua, jadi yang dilatih itu orang-orang tua. Mereka diberikan
pelatihan bagaimana cara membuat media tanam dari polibag, diajari
cara menanam cabe di polibag, cara merawat, cara memanen, dsb.
Awalnya nanti akan diajarkan dulu tentang teorinya kemudian setelah
itu dilakukan praktek. PKBM Maju Makmur juga sering mengadakan
pelatihan yang tidak membutuhkan biaya/dana besar, seperti pelatihan
membuat pupuk kompos, kemudian juga mengadakan pelatihan untuk
kelompok tani.
Untuk perkembangannya kejar paket A sudah dilaksanakan
sejak 9 tahun yang lalu bersamaan dengan KF (keaksaraan fungsional),
kejar paket B terakhir dilaksanakan 7 tahun yang lalu, sedangkan untuk
kejar paket C masih masih aktif sampai sekarang. Hal tersebut
dikarenakan masih banyaknya minat masyarakat untuk melanjutkan
pendidikan sampai dengan jenjang menengah atas. Masyarakat masih
membutuhkan program kejar paket C, sedangkan untuk program kejar
paket A dan B kurang diminati.
Program kejar paket C ini merupakan program pendidikan yang
setara dengan jenjang pendidikan menengah atas, jadi banyak
masyarakat yang berminat nuntuk mengikuti program kejar paket C
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ini. Pada dasarnya latar belakang siswa mengikuti program kejar paket
C ini dikarenakan terkendala biaya, bermasalah di sekolah, ataupun
mempunyai masalah dengan keluarga. Selain itu tuntutan pekerjaan
yang mengharuskan pendidikan minimal SMA atau sederajat juga
menjadi salah satu alasan masyarakat mengikuti program kejar paket
ini.
B. Deskripsi Hasil Penelitian
Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian mulai dari pembahasan
dari berbagai permasalahan yang ditemui oleh peneliti di lapangan. Hasil
dari penelitian ini berpedoman pada data yang berasal dari hasil observasi
dan wawancara yang telah diolah oleh peneliti. Aspek yang menjadi kajian
dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur, kemudian faktor apa
saja yang menjadi penghambat dan pendukungnya, serta strategi apa yang
digunakan untuk mengatasi segala bentuk kendala yang dihadapi dalam
mengimplementasikan kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C di
PKBM Maju Makmur.
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di
PKBM Maju Makmur
a. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju
Makmur
Pendidikan kesetaraan merupakan sebuah usaha yang
dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pemerataan
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pendidikan. Saat ini banyak masyarakat yang masih berpendidikan
rendah dan juga tidak sedikit anak yang masih putus sekolah.  Oleh
karena itu pemerintah membuat suatu terobosan untuk mengatasi
masalah tersebut, salah satunya melalui pendidikan kesetaraan.
Dengan adanya pendidikan kesetaraan tersebut diharapkan dapat
memberikan akses pendidikan kepada masyarakat khususnya
masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan yang nantinya akan digunakan dalam kehidupan
sehari-hari dan juga untuk bekerja mencari nafkah.
Program kesetaraan ini merupakan program dari
pemerintah pusat, salah satu wujud dari program pendidikan
kesetaraan ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat atau sering
disebut dengan PKBM. PKBM ini masih di bawah pengawasan
dan bimbingan Dinas Pendidikan Nasional. Program-program yang
dilaksanakan di PKBM dapat sangat beragam dan juga dapat
terbatas, disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sekitar PKBM
tersebut.
Pelaksanaan pendidikan kesetaraan menjadi tanggung
jawab dari PKBM itu sendiri. Didalam PKBM tersebut terdiri dari
ketua, sekretaris, bendahara yang nantinya akan membentuk unit-
unit kejar paket, kejar paket A, B, dan C. PKBM maju makmur
untuk unit kejar paket C menerapkan seperti pada sekolah formal,
yaitu terdiri dari ketua penyelenggara setara dengan kepala
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sekolah, di bawah ketua terdapat wakil bidang kesiswaan,
kurikulum, dan keuangan, kemudian di bawah wakil bidang
terdapat tutor. Hal ini sama seperti yang diutarakan oleh ketua
PKBM, beliau berkata bahwa :
“Pelaksanaan pendidikan disini menjadi tanggung jawab
dari PKBM, struktur PKBM terdiri dari ketua, sekretaris,
bendahara dan membentuk unit-unit ada unit kejar paket
A, B dan C. Unit paket C ada penyelenggara semacam
kepala sekolah dibawah penyelanggara itu bebas, namun
di PKBM ini kami menerapkan seperti sekolah formal
jadi ada wakil bidang kurikulum, bidang keuangan, dan
ada bidang kesiswaan kemudian di bawahnya terdapat
tutor. Jadi pertanggungjawaban PKBM nanti ke PNFI
dan dibantu dari UPT selaku jalur koordinasi jadi ikut
semacam pengawasan dari kejar paket ini”.
Berdasarkan hasil wawancara ketua PKBM di atas dapat
diketahui bahwa pengelolaan PKBM Maju Makmur sama halnya
dengan pengelolaan sekolah formal pada umumnya, yang
mempunyai ketua PKBM, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang
kurikulum, wakil bidang keuanagan, dan tutor, dimana setiap
pengelola tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
berbeda-beda.
Secara garis besar wakil bidang kurikulum memiliki tugas
untuk merancang dan menjamin keterlaksanaan pembelajaran di
PKBM. Wakil bidang kesiswaan mempunyai tugas dalam
perekrutan siswa dan promosi-promosi. Kemudian untuk wakil
bidang keuangan mempunyai tugas menangani pengelolaan
sumbangan siswa, dan mengelola anggaran-anggaran dari Dinas
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Pendidikan. Hal ini sama seperti yang diutarakan oleh ketua
PKBM, beliau berkata bahwa :
“Secara global tugas dari bidang kurikulum itu
menangani PKBM, merancang pembelajaran,
menyelenggarakan kegiatan semesteran ujian-ujian,
penyusunan RPP tentang pembelajaran, menjamin
keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar di PKBM.
Kemudian untuk wakil bidang kesiswaan mempunyai
tugas untuk perekrutan siswa dan promosi-promosi,
berbeda dengan sekolah formal. Kalau di sekolah formal
kan luas sekali, namun kalau kita hanya terbatas pada
perekrutan /peneriamaan siswa baru, mengelola buku
induk daftar belajar. Kemudian untuk wakil bidang
keuangan menangani pengelolaan sumbangan siswa,
mengelola anggaran-anggaran dari Dinas Pendidikan”.
Berdasarkan pernyataan ketua PKBM di atas, dapat
diketahui bahwa setiap pengelola mempunyai andil dalam
pelaksanaan PKBM, termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran.
Pelaksanaan pembelajaran untuk siswa dilakukan setiap 1 minggu
sekali, padahal di jadwal resmi kegiatan pembelajaran untuk siswa
minimal dilakukan 3 kali dalam satu minggu. akan tetapi
dikarenakan PKBM Maju Makmur terkendala masalah biaya, jadi
untuk pembelajarannya hanya dilakukan 1 kali dalam semimggu.
Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh wakil bidang
kurikulum, beliau mengatakan :
“Kalau masalah pelaksanaan pendidikan ya paling tidak
kegiatan pembelajaran itu dilakukan minimal 3 kali
dalam seminggu tetapi karena kendala biaya maka kita
hanya bisa mengadakan kegiatan pembelajaran 1 minggu
1 kali. Kalau inginnya lebih dari 1 kali, dijadwal resmi
kan 1 minggu itu ada 3 kali pertemuan”.
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Hal tersebut sejalan dengan pernyataan wakil bidang
keuangan, beliau mengatakan :
“……kita hanya masuk 1 minggu sekali jadi tidak
memungkinkan untuk memberikan semua materi itu
dalam 1 pertemuan”.
Didalam pelaksanaan pembelajaran untuk siswa selain
masuk hanya 1 kali dalam seminggu, PKBM maju Makmur ini
juga menggabungkan siswanya dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3
menjadi satu saat proses kegiatan belajar mengajar dilakukan.
Untuk materi pembelajaran yang diberikanpun disamakan antara
kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Hal ini tidak lepas dari masalah biaya
yang dialami oleh PKBM tersebut. Sebenarnya dari PKBM itu
sendiri tidak menginginkan hal tersebut terjadi, seharusnya materi
untuk kelas 1 disesuakan dengan materi kelas 1, begitu juga
dengan kelas 2 dan 3 untuk materi juga harus disesuaikan. Hal ini
sama seperti yang diungkapkan oleh wakil bidang kurikulum,
beliau mengatakan :
“……materi untuk kelas 1 ya sesuai dengan kelas 1, kelas
2 juga sesuai dengan kelas 2, tidak dijadikan satu seperti
ini. Penginnya seperti itu namun karena terkendala biaya
tadi maka kita belum bisa menerapkannya. Jadi untuk
materi yang diberikan itu langsung fokus ke kelas 3, jadi
semua disamakan. Kalau ada pendanaan kemudian jam
untuk KBM juga ditambah mungkin bisa lebih bagus
lagi”.
Walaupun materi yang diberikan tersebut sama antara kelas
1, kelas 2, dan kelas 3, tetapi pihak PKBM sendiri tidak semata-
mata hanya menyamakan materi tersebut. Namun dalam
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penyampaian materi pembelajaran untuk siswa sudah disesuaikan
dengan tingkat kesulitan anak dan sudah sesuai dengan standar
kelulusan yang ada. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh
wakil bidang keuangan, beliau mengatakan :
“Sama seperti yang tadi jadi kita memberikan materi itu
sesuai dengan tingkat kesulitan anak. Jadi kita
menyesuaikan dengan anak misalkan saja untuk kelas
1,2,3 ini dijadikan satu saat proses KBM, yang diberikan
juga sesuai dengan standar kelulusan yang ada. Namun
tidak semua materi kelas 1 itu diberikan semua, materi
kelas 2 diberikan semua. Kita hanya memberikan sesuai
dengan standar kelulusan yang ada. Kalau masuknya ini
3 kali seminggu mungkin bisa diberikan semua materi-
materi yang ada di kurikulum. Tapi kan ini tidak, kita
hanya masuk 1 minggu sekali jadi tidak memungkinkan
untuk memberikan semua materi itu dalam 1 pertemuan”.
b. Kurikulum
Dalam proses kegiatan pembelajaran, di PKBM juga
menggunakan kurikulum sebagai panduan untuk menentukan
materi-materi apa saja yang diberikan kepada siswa. PKBM Maju
Makmur menggunakan kurikulum 2007 atau kurikulum KTSP.
Kemudian program yang dipilih oleh PKBM ini adalah program
IPS. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh ketua PKBM,
beliau mengatakan :
“Kurikulum kita menganut kurikulum tahun 2007/ KTSP
untuk kejar paket C program IPS dan permendiknas
tentang standar isi, standar proses.
Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh wakil bidang
kurikulum beliau mengatakan : “Kita memakai kurikulum KTSP”.
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Dalam penerapan kurikulum tersebut PKBM Maju Makmur
memiliki beberapa kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh ketua
PKBM bahwa tidak semua yang termuat dalam kurikulum tersebut
dilaksanakan atau diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam
penerapannya PKBM tersebut melihat kondisi keuangan yang ada,
jika dirasa kondisi keuangan tidak mencukupi, kegiatan belajar
mengajar (KBM) tidak bisa dilaksanakan setiap hari karena belum
tersedia bantuan operasional pelaksanaan (BOP) yang cukup.
Kemudian PKBM juga harus fleksibel dalam melakukan kegiatan
belajar mengajar, mengingat banyak siswa PKBM tersebut yang
sudah bekerja. Namun yang terpenting setiap minggunya kegiatan
belajar mengajar harus terselenggara untuk menyampaikan materi-
materi yang terdapat dalam kurikulum tersebut. Untuk materi yang
disampaikan, PKBM Maju Makmur hanya menyampaikan materi
dari mata pelajaran yang sifatnya vital. Agar tetap memenuhi
standar kurikulum, mata pelajaran yang dipilih adalah mata
pelajaran yang nantinya akan keluar dalam tes semesteran. Untuk
materi yang biasanya keluar dalam tes adalah Bahasa Indonesia,
PKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi, Sejarah,
Ekonomi Akutansi. Berikut penjelasan dari ketua PKBM :
“Kita mengacu pada kurikulum yang ada dengan
beberapa kebijakan artinya begini kita tidak bisa
melaksanakan semuanya karena kita melihat kondisi
keuangan. Kalau dirasa keuangan tidak cukup kita tidak
bisa melaksanakan KBM setiap hari karena memang
belum ada BOP yang cukup. Kemudian kita juga harus
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fleksibel mengingat banyak dari murid kita yang sudah
bekerja, jadi tidak memungkinkan untuk masuk setiap
hari, yang terpenting dalam satu minggu kita tetap tatap
muka untuk menyampaikan materi kurikulum yang ada.
Biasanya yang disampaikan itu mapel-mapel yang vital,
Untuk tetap memenuhi standar kurikulum kita pilih yang
nanti keluar dalam semesteran. Dalam semesteran itu
hanya materi-materi yang penting yang akan keluar.
Biasanya yang diteskan adalah bahasa indonesia, PKN,
matematika, bahasa inggris, geografi, sosiologi, sejarah,
ekonomi akutansi”.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari wakil bidang
kurikulum, beliau berpendapat dalam penyampaian materi yang
akan diberikan kepada siswa sudah sesuai dengan kurikulum yang
digunakan, tetapi juga disesuaikan dengan keadaan. Berikut
penjelasan beliau :
“Ya untuk pembelajarannya anda tau sendiri seperti itu,
kalau untuk tutornya saya kira mereka saat mengajar
sudah sesuai dengan apa yang ada dikurikulum tetapi
juga menyesuaikan dengan keadaan. Kalau saya rasa
sudah sesuai namun belum maksimal itu aja. Belum
maksimalnya ya itu tadi banyak masalah yang terjadi”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut : Dalam proses pembelajarannya
PKBM Maju Makmur menggunakan kurikulum sebagai pedoman,
kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2007/KTSP. Namun
dalam penerapannya tidak semua yang terdapat dalam kurikulum
tersebut diberikan / diterapkan saat proses kegiatan belajar
mengajar berlangsung. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan yang
kurang memadai sehingga penerapan kurikulum tersebut kurang
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maksimal. Untuk mata pelajaran yang diambil hanyalah mata
pelajaran yang sifatnya vitas saja, maksudnya mata pelajaran yang
nantinya akan keluar dalam tes semester.
c. Evaluasi/Penilaian
Untuk evaluasi pembelajarannya PKBM Maju Makmur
melihat dari hasil tes yang telah diadakan, tes tersebut yaitu tes
semester 1 (ganjil) dan tes semester 2 (genap), khusus untuk kelas
3 selain dari tes semesteran juga ditambah dengan tes pra ujian
nasional dan puncaknya ujian nasional. Hal ini sama seperti yang
diungkapkan oleh ketua PKBM, beliau mengatakan :
“Evaluasi pembelajarannya lewat tes, kita hanya
mengadakan tes semester 1 (ganjil) dan tes semester 2
(genap) atau ujian kenaikan kelas. Dua itu nanti dalam
setahun kita mengadakan 5 kali tes semesteran kemudian
pra ujian nasional dan nanti puncaknya ujian nasional.
Ujian nasional itu nanti se Indonesia bersamaan, dan itu
nanti soal didrop dari pusat. Untuk pelaksanaannya sama
dengan sekolah formal”.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari wakil bidang
kurikulum, beliau mengatakan :
“Sama seperti yang dijelaskan oleh pak maskur (ketua
PKBM) tadi. Tes semester, untuk kelas 3 ditambah pra
UAN dan UAN”.
Dalam menentukan kriteria kelulusan PKBM Maju
Makmur juga menggunakan hasil tes sebagai tolok ukurnya. Hasil
dari tes itu nanti akan masuk kedalam buku raport masing-masing
siswa, kemudian nilai dari semester 1 hingga semester 5 akan
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diakumulasi dan disetorkan ke semarang sebagai syarat mengikuti
ujian nasional. Setelah mengikuti ujian nasional yang berhak
menentukan lulus tidaknya siswa adalah dari pihak pusat, PKBM
hanya menerima informasi apakah siswa tersebut lulus atau tidak.
Semisal ada siswa yang tidak lulus dalam ujian nasional, siswa
tersebut akan mengikuti ujian ulangan. Hal ini sama seperti yang
diungkapkan oleh ketua PKBM, beliau mengatakan :
“Ya itu tadi lewat tes semesteran yang nantinya akan
masuk kedalam buku rapot mereka dan akumulasi dari
semester 1 sampai 5 nanti menjelang penyetoran daftar
peserta ujian nasional nanti kita harus menyerahkan nilai
dari semester 1 sampai 5 lewat online kita serahkan
kesemarang. Nah nanti untuk lulus tidaknya yang
menentukan dari pusat kita hanya menerima si A itu
nanti lulus tidak. Semisal tidak lulus nanti masih ada
ujian ulangan biasanya dilaksanakan dibulan september
dan biasanya kalau ikut ujian ulangan pasti lulus
semua”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam menentukan evaluasi pembelajaran untuk
siswa PKBM maju makmur menggunakan hasil tes sebagai
patokan mereka. Kemudian dalam menentukan kriteria kelulusan
pun juga sama, yaitu mengunakan hasil tes semester yang sudah
diakumulasi dari semester 1 hingga semester 5. Hasil akumulasi
tersebut digunakan sebagai syarat mengikuti ujian nasional. Akan
tetapi yang berhak untuk memutuskan lulus tidaknya siswa adalah
dari pihak pusat.
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2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi
Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju
Makmur
a. Faktor Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan
Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur
Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pasti
terdapat faktor pendukung dan juga penghambat. Faktor
pendukung dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan
kejar paket C di PKBM Maju Makmur ini adalah sebagaimana
yang dijelaskan oleh ketua penyelenggara PKBM :
“Daya dukung yang saat ini cukup menguatkan kita ya
karena kita bergandeng dengan yayasan. Hal tersebut
cukup menguatkan karena kita tidak mampu untuk
membuat gedung yang megah. Dengan dukungan dari
yayasan ini ternyata bisa mengatasi berbagai hambatan
misalnya kita ndak perlu sewa tempat kemudian di sini
juga terdapat ruang kelas yang mana ini bisa kita pinjam.
Kemudian dari segi pendanaanpun juga bisa longgar jadi
pengeluaran kita bisa berkurang karena tidak perlu lagi
menyewa tempat”.
Hal tersebut senada dengan pernyataan dari wakil bidang
kurikulum, beliau mengatakan bahwa :
“Faktor pendukungnya dari segi tempat, ini sangat
membantu kita karena dapat menghemat biaya. Dulu
sebelum kita bergambung dengan yayasan ini kita harus
menyewa tempat untuk melaksanakan kegiatan
pendidikan kejar paket ini dan itu memerlukan dana
lebih. Sekarang kita enak tidak perlu lagi memikirkan
masalah tempat”.
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Wakil bidang Keuangan juga mengatakan hal yang sama
dengan kedua narasumber di atas, beliau mengatakan bahwa :
“Walaupun ini bukan gedung kita sendiri namun ini
sangat membantu dalam menjalankan kegiatan kejar
paket, di sini sudah tersedia ruang kelas untuk siswa
belajar”.
Selain masalah tempat yang menjadi faktor pendukung
terdapat faktor pendukung lain seperti PKBM Maju Makmur
bekerja sama dengan UPT dan juga Kepala Sekolah. Hal ini
diungkapkan oleh wakil bidang kesiswaan, beliau mengatakan :
“Kita juga bekerja sama dengan UPT jadi ketika ada
koordinasi di UPT biasanya UPT banyak memberikan
informasi kepada kepala sekolah bahwa di sini ada kejar
paket, jadi dengan dukungan tersebut kita tidak perlu lagi
promosi kemana-mana”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam
mengimplementasikan kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket
C di PKBM Maju Makmur ini adalah faktor tersedianya tempat
untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kejar paket dan juga pihak
PKBM telah bekerja sama dengan UPT dan Kepala Sekolah, kerja
sama ini bertujuan untuk mempromosikan PKBM tersebut ke pihak
masyarakat.
b. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan
Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur
Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentu saja
ada kendala yang dihadapi. Peneliti akan mencoba untuk
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menguaraikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam
implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C di
PKBM Maju Makmur. Hambatan terbesar yang dialami PKBM
maju makmur ini adalah masalah kekurangan biaya, seperti yang
diutarakan oleh wakil bidang kurikulum.
“Kendala terbesar kita itu sebenarnya masalah biaya,
kalau itu sudah bisa diatasi pasti kita bisa mengatasi
masalah-masalah yang lain”.
Ungkapan tersebut sejalan dengan pernyataan wakil bidang
keuangan beliau mengatakan bahwa :
“Masalah biaya juga sangat berpengaruh disini, kalau
bantuan dari pemerintah itu tidak tiap tahun dapat mas,
karena bantuan itu diputar ke kecamatan yang lain jadi
kita tahun ini dapat tahun depan tidak dapat”.
Masalah kurangnya dana yang dialami oleh PKBM maju
makmur ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajarannya.
Seharusnya minimal pembelajaran dilakukan paling tidak 3 kali
dalam seminggu, tetapi karena terkendala biaya kegiatan
pembelajaran hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu. Hal ini
diungkapkan oleh wakil bidang kurikulum, beliau mengatakan :
“Kalau masalah pelaksanaan pendidikan ya paling tidak
kegiatan pembelajaran itu dilakukan minimal 3 kali
dalam seminggu tetapi karena kendala biaya maka kita
hanya bisa mengadakan kegiatan pembelajaran 1 minggu
1 kali. Kalau inginnya lebih dari 1 kali, dijadwal resmi
kan 1 minggu itu ada 3 kali pertemuan”.
Tutor PKBM juga menjelaskan bahwa untuk waktu
pembelajaran dirasa kurang karena dalam 1 minggu hanya masuk 1
kali, sedangkan mata pelajaran yang diajarkan di PKBM maju
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makmur ini sebanyak 11 mata pelajaran. Jadi dalam penyampaian
materi pembelajaran harus cepat dari materi satu ke materi yang
lain. Berikut penjelasan beliau :
“Kendala yang dihadapi paling cuma waktu, kita kan 1
minggu hanya masuk 1 kali terus dibagi dengan mapel-
mapel yang lain, ada 11 mapel yang diajarkan disini.
Jadi ya dalam penyampaiannya kita agak cepat dari
materi satu ke materi yang lain. Karena kan kita terbatas
waktu juga”.
Selain masalah pendanaan yang merupakan hambatan
terbesar dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM maju makmur. Terdapat
hambatan lain yang muncul dari warga belajar, dalam kegiatan
pembelajaran motivasi warga belajar dirasa kurang. Hal ini sejalan
dengan pernyataan Tutor PKBM, beliau mengatakan :
“Siswa yang tidak mempunyai minat untuk mengikuti
kegiatan belajar itu banyak, jadi yang masuk pas
kegiatan belajar itu cuma sedikit paling hanya 10 anak”.
Ungkapan tersebut sejalan dengan pernyataan wakil bidang
kesiswaan beliau mengatakan bahwa :
“Walaupun muridnya tadi banyak itu nanti pas kegiatan
belajar mengajar paling yang datang cuma 10 anak
mengingat banyak murid kita yang bekerja diluar kota.
Jadi mereka nanti pulang pas ada semesteran baru
mereka pulang semua”.
Selain motivasi siswa dirasa kurang dalam mengikuti
kegiatan belajar mengajar. Masalah lain muncul dari banyak siswa
yang terdaftar di PKBM maju makmur ini sulit untuk dihubungi.
PKBM selalu menginformasikan kepada siswa kalau akan
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diadakan ujian ataupun tes semester, namun banyak juga siswa
yang tidak menerima informasi tersebut dikarenakan siswa tersebut
ganti nomor. Hal ini diungkapkan oleh wakil bidang keuanagan,
beliau mengatakan :
“Banyak juga siswa yang terdaftar disini itu dihubungi
tidak bisa, misalnya mau diadakan ujian kan kita juga
memberitahu ke siswa lewat sms atau telpon, tapi banyak
siswa yang ganti nomer akhirnya tidak ikut ujian”.
Hambatan lain juga muncul dari program-program yang
dijalankan oleh PKBM Maju Makmur ini, dalam pelaksanaan
program seperti Kelompok Belajar Usaha (KBU) terdapat berbagai
kendala dari kurangnya tindak lanjut dari program tersebut dan
tidak adanya evaluasi, sehingga mengakibatkan program tersebut
berhenti atau malah gagal. Seperti yang diungkapkan oleh ketua
penyelenggara PKBM Maju Makmur, beliau mengatakan :
“Tidak ada evaluasi atau tindak lanjut yang
mengakibatkan program itu berhenti seperti KBU jamur
tiram, proyek selesai dana selesai budidaya jamur tidak
begitu berkembang akhirnya mati. KBU ternak kambing,
kambing yang diternak terkena penyakit kemudian mati,
akhirnya program tersebut juga berhenti. Ini diakibatkan
karena tidak ada evaluasi yang baik, mestinya ada
pendampingan”.
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Kemudian faktor lain yang menjadi penghambat dalam
menjalankan program-program yang ada di PKBM Maju Makmur
ini adalah karena respon masyarakat yang masih kurang dan hanya
memandang program tersebut hanya sebatas proyek semata. Hal
tersebut diungkapkan oleh ketua PKBM sebagai berikut :
“Respons masyarakat yang masih kurang kemudian
kesungguhan, memandang hanya semacam proyek
maksudnya proyek selesai ya sudah selesai tidak ada
kelanjutannya lagi”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam
mengimplementasikan kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket
C di PKBM Maju Makmur ini adalah faktor minimnya pendanaan,
faktor ini merupakan masalah terbesar yang dihadapi PKBM
tersebut. Masalah dana yang minim tersebut berimbas kepada
masalah lain, seperti untuk waktu pembelajarannya dirasa kurang.
Kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu.
Padahal seharusnya kegiatan pembelajaran tersebut minimal dalam
seminggu itu 3 kali pertemuan. Selain itu juga motivasi belajar
siswa dirasa sangat kurang dalam menikuti kegiatan pembelajaran.
Kemudian kurangnya evaluasi dan tindak lanjut dalam setiap
program yang dijalankan oleh PKBM yang mengakibatkan
program tersebut berhenti dan bahkan gagal.
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3. Strategi yang dilakukan PKBM Maju Makmur dalam menangani
hambatan yang ditemui pada implementasi kebijakan pendidikan
kesetaraan kejar paket C
Hambatan terbesar yang dialami oleh PKBM maju makmur
adalah masalah pendanaan yang kurang. Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi hambatan tersebut dengan mengajukan proposal kepada
pemerintah untuk memberikan bantuan kepada PKBM. Hal tersebut
senada dengan pernyataan wakil bidang kurikulum, beliau mengatakan
bahwa :
“Kalau semisal ada bantuan ya mengajukan proposal seperti
itu, kalau dengar-dengar kan ini sudah ada keputusan
nasional mau disamakan dengan SMA, mau mendapatkan
biaya operasional, nah nanti pendidikan kita akan berbeda
jika benar-benar mendapatkan biaya operasional sekolah
tadi untuk pendidikan luar sekolah. Kalau mendapatkan itu
mungkin akan ada perubahan nantinya. Kalau biaya itu ada
kita juga akan memperbaiki berbagai lini”.
Solusi lain diungkapkan oleh wakil bidang keuangan, beliau
mengatakan :
“Bekerja sama dengan sekolah yang lain dan pihak-pihak
yang terkait seperti dinas pendidikan kecamatan Jatisrono
kemudian dinas pendidikan kabupaten. Minta bantuan buku
kemudian bantuan dana kalau untuk bantuan dana ini tiap
tahun belum tentu dapat mas karena diputer diberberapa
kecamatan. Ya kita hanya mengandalkan itu jadi kita harus
serajin mungkin untuk meningatkan siswa dalam
pembayaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan
dengan lancar.
Untuk mengatasi masalah yang terjadi didalam program yang
dijalankan oleh PKBM seperti dalam program KBU jamur tiram.
Ketua PKBM mempunyai sulusi untuk menunjuk dan menempatkan
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dua orang yang mempunyai tugas untuk mengelola dan bertanggung
jawab penuh atas program tersebut tersebut. Dengan menunjuk dua
orang tersebut cukup membantu agar program tersebut tidak sia-sia.
Berikut penjelasan beliau :
“Strategi yang sementara ini kita terapkan itu yang pertama
kalau bahasa kita yang menjadi utamanya jadi kita merekrut
orang-orang yang dipokokkan disatu kelompok contohnya di
KBU jamur tiram jadi kita ada dua orang yang dipokokkan
ada yang dikasih tanggung jawab penuh dan yang mengelola
itu nanti kita tinggal memantau. Dengan menunjuk dua orang
lumayan untuk mengurangi bahasa Jawanya “ngamplah
(percuma)” program itu tidak sia-sia lah”.
Ketua PKBM juga memiliki sulusi lain untuk mengatasi masalah
tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan  melakukan
perbandingan dengan pihak masyarakat dan untuk itu dibentuk
paguyuban. Kemudian menyebarkan program tersebut ke desa-desa
lain, pihak PKBM bekerja sama dengan Kepala Desa, Ketua RT, dan
Kadus untuk menggerakkan warganya agar berpartisipasi kedalam
program tersebut. Berikut penjelasan beliau :
“Kemudian yang kedua kita semakin banyak melakukan
perbandingan dengan pihak-pihak masyarakat dan untuk itu
juga dibentuk paguyuban. Kemudian untuk faktor-faktor lain
kita menyebar program jadi kita tidak hanya fokus disatu
desa tetapi dibeberapa desa. Desa-desa lain ini kita
menggandeng kepala desa, masyarakat untuk diajak
menyelesaikan program yang diangkat. Kemarin di desa
vokasi Jatisari kita banyak melibatkan para ketua RT dan
Kadus dalam rangka untuk pengerahan warganya
bahwasanya mendapat program yang kita berikan. Kurang
lebih itu strategi yang kita lakukan”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan,
bahwa upaya yang dilakukan PKBM dalam mengatasi masalah
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tersebut adalah dengan bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan
dan juga meminta bantuan kepada pihak dinas tersebut untuk
memberikan bantuan berupa dana. Kemudian untuk solusi terhadap
program yang dilaksanakan PKBM adalah dengan menunjuk 2 orang
untuk mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap program
tersebut. Selain itu pihak PKBM juga bekerja sama dengan Kepala
Desa, Ketua RT, dan Kadus untuk menggerakkan warganya supaya
ikut berpartisipasi kedalam program yang dilaksanakan oleh PKBM
Maju Makmur tersebut.
C. Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di
PKBM Maju Makmur
Pendidikan kesetaraan merupakan usaha yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan di
Indonesia. Saat ini banyak masyarakat yang masih berpendidikan
rendah dan juga tidak sedikit anak yang masih putus sekolah.  Oleh
karena itu pemerintah membuat suatu terobosan untuk mengatasi
masalah tersebut, salah satunya melalui pendidikan kesetaraan. Dengan
adanya pendidikan kesetaraan tersebut diharapkan dapat memberikan
akses pendidikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tidak
mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang
nantinya akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk
bekerja mencari nafkah.
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Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjalani
kehidupan di masyarakat, dengan pendidikan diharapkan dapat
meningkatkan atau mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki
seseorang.  Melihat akan pentingnya pendidikan tersebut, maka
pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai acuan dari
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Undang-undang tersebut
digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan ksetaraan,
sedangkan untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan pemerintah telah
mengatur dalam Peraturan Menteri No 3 Tahun 2008. Dalam Permen
tersebut dijelaskan mengenai standar proses pendidikan kesetaran, baik
paket A, paket B, dan paket C.
a. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju
Makmur
Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur menjadi tanggung jawab dari PKBM itu sendiri.
Untuk pengelolaannya tidak jauh berbeda dengan sekolah formal
pada umumnya, yang telibat dalam pengelolaan PKBM yaitu ketua
penyelenggra, wakil bidang, dan tutor, dimana setiap pengelola
tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk siswa dilakukan
setiap 1 minggu sekali, hal ini dirasa sangat kurang karena
dijadwal resmi kegiatan pembelajaran minimal dilakukan sebanyak
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3 kali dalam 1 minggu, masalah biaya yang kurang menjadi alasan
mengapa kegiatan pembelajaran untuk siswa hanya dilakukan 1
kali dalam 1 minggu. Padahal dalam Permendiknas No 3 Tahun
2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan program paket
A, B, dan C disebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan kesetaraan
minimal harus dilakukan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Hal
tersebut mengakibatkan materi pembelajaran yang didapat oleh
siswa hanya sedikit dan tidak terperinci sehingga standar yang ada
dalam SK KD belum tercapai. Dengan belum tercapainya SK KD
siswa kurang memahami materi pembelajaran yang diberikan.
Masalah kurangnya biaya tidak hanya mempengaruhi
jadwal pembelajaran saja melainkan juga berdampak kepada proses
pembelajaran, di PKBM Maju Makmur proses pembelajaran untuk
siswa digabung menjadi satu, siswa yang duduk dikelas 1, kelas 2,
dan kelas 3 saat proses pembelajaran berlangsung siswa-siswa
tersebut digabungkan dan dijadikan satu kelas. Sedangkan materi
yang diajarkan, untuk kelas 1, 2, dan 3 tersebut disamakan, materi
yang diberikan adalah materi untuk kelas 3. Penggabungan kelas
tersebut tentu saja menyulitkan siswa kelas 1 dan kelas 2 dalam
menerima materi pembelajaran, karena tingkatan materi yang
seharusnya didapatkan belum sesuai dengan tingkatan kelas. Hal
tersebut mengakibatkan tujuan pembelajaran dari SK KD untuk
kelas 1 dan 2 belum tercapai, mengingat bahwa setiap tingkatan
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kelas memiliki tujuan dan standar yang berbeda. Seharusnya materi
pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkatan kelas siswa.
b. Kurikulum
Sebagai panduan untuk proses pembelajaran PKBM Maju
Makmur menggunakan kurikulum KTSP. Kurikulum di PKBM
memiliki fungsi yang sama seperti kurikulum yang diterapkan
dalam sekolah-sekolah formal. Kurikulum berfungsi sebagai
panduan untuk menentukan materi-materi apa saja yang nantinya
akan diberikan kepada siswa. Dalam penerapan kurikulum tersebut
PKBM Maju Makmur memiliki kebijakan sendiri, yakni tidak
semua yang tercantum didalam kurikulum tersebut dilaksanakan
oleh PKBM. Seperti pada pemilihan program pelajaran yang
diterapkan di PKBM Maju Makmur yakni program IPS (ilmu
pengetahuan sosial). Program IPS ini seperti halnya pada
penjurusan sekolah formal umumnya, dimana mata pelajaran yang
termuat didalamnya seperti bahasa Indonesia, bahasa inggris,
matematika, sejarah, geografi, ekonomi, akutansi, dan sosiologi.
Untuk penjurusan program IPS dilakukan saat kenaikan kelas dari
kelas 1 ke kelas 2. Sedangkan untuk pembelajaran di kelas 1 masih
menggunakan program umum yakni IPA, IPS, Bahasa. Namun
dalam pelaksanaannya siswa kelas 1 tidak mendapatkan
pembelajaran program IPA dan Bahasa melainkan hanya program
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IPS saja. Padahal untuk ujian semester kelas 1 terdapat mata
pelajaran IPA dan Bahasa.
Pemilihan program IPS di PKBM ini dipilih karena melihat
dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Selain itu
kondisi keuangan yang kurang mengakibatkan kegiatan
pembelajaran tidak bisa dilaksanakan setiap hari, mengingat
bantuan dari pemerintah yang kurang. Walaupun begitu PKBM
tetap melakukan kegiatan pembelajaran setiap 1 minggu sekali, hal
ini agar materi-materi pembelajaran tetap bisa diberikan kepada
siswa. Sebenarnya waktu yang diberikan oleh PKBM tersebut
sangat kurang, tetapi mengingat kondisi keuangan yang ada mau
tidak mau seperti itu adanya. Yang terpenting setiap minggunya
masih ada kegiatan pembelajaran di PKBM Maju Makmur. Materi
yang dipilih dan disampaikan adalah materi yang sifatnya vital.
Agar tetap memenuhi standar kurikulum, mata pelajaran yang
dipilih adalah mata pelajaran yang nantinya akan keluar dalam tes
semesteran. Untuk materi yang biasanya keluar dalam tes adalah
Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi,
Sosiologi, Sejarah, Ekonomi, Akutansi.
Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa kurikulum yang digunakan di PKBM Maju Makmur adalah
kurikulum KTSP, dimana dalam penerapan kurikulum tersebut
disesuaikan dengan keadaan di PKBM seperti keadaan ekonomi,
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keadaan siswa. Untuk penerapan kurikulum program IPS kelas 2
dan kelas 3 sudah sesuai dengan kurikulum KTSP, akan tetapi
untuk penerapan kurikulum kelas 1 belum sesuai karena hanya
menggunakan kurikulum program IPS. Sedangkan saat ujian
semester untuk kelas 1 terdapat mata pelajaran dari program IPA
dan Bahasa.  Seharusnya pihak PKBM harus tetap mengupayakan
pembelajaran program IPA dan Bahasa khususnya pada kelas 1.
c. Evaluasi/Penilaian
Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil
pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi
peserta didik, serta digunakan sebagai   bahan   penyusunan
laporan   kemajuan   hasil   belajar,   dan memperbaiki proses
pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran yang digunakan di PKBM Maju
Makmur sama halnya seperti evaluasi yang digunakan dalam
sekolah formal pada umumnya, yakni menggunakan tes semester
sebagai tolak ukur kelulusan. Kegiatan penilaian pembelajaran
dilakukan setiap 6 bulan sekali yakni dengan menggunakan ujian
semester. Sedangkan untuk kelulusan kelas 3 akan ditambah
dengan pra ujian nasional dan ujian nasional. Setelah mengikuti
ujian nasional yang menentukan lulus tidaknya siswa adalah
pemerintah pusat. Namun apabila ada salah satu siswa yang tidak
lulus akan mengikuti ujian susulan yang diadakan oleh pemerintah.
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Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa untuk mengukur evaluasi pembelajaran siswa adalah
menggunakan tes semester sebagai acuannya. Kemudian untuk
kelas 3 sama seperti sekolah formal yaitu dengan mengikuti ujian
nasional.
Berdasarkan hasil analisis di atas  dapat diketahui bahwa implementasi
pendidikan kesetaraan di PKBM Maju Makmur belum sesuai dengan standar
yang ada yakni pada Permendiknas No 3 Tahun 2008. Terlihat dari
pelaksanaan proses pembelajaran hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu,
kemudian penggabungan siswa yang mengakibatkan pemberian materi
pembelajaran juga disamakan. Hal ini mengakibatkan siswa kesulitan dalam
menerima materi pembelajaran. Sedangkan pada evaluasi/penilaian sudah
sesuai yakni dengan menggunakan tes semester dan ujian nasional.
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi
Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju
Makmur
a. Faktor Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan
Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur
Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur
adalah tersedianya tempat untuk penyelenggaraan kejar paket,
kemudian faktor pendukung lainnya adalah PKBM bekerja sama
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dengan UPT dan Kepala Sekolah untuk mempromosikan kepada
masyarakat.
Tersedianya tempat untuk penyelenggaraan kegiatan kejar
paket C ini cukup membantu, karena tidak memerlukan biaya
tambahan untuk menyewa tempat. Dengan bergandeng atau
bekerja sama dengan yayasan kegiatan kejar paket dapat
terselenggara dengan baik. Hal ini menghemat pengeluaran PKBM
karena tidak perlu sewa tempat sehingga dana bisa disalurkan ke
hal lain. Dengan adanya yayasan tersebut sangat membantu
keterlakasanaan kegiatan di PKBM seperti pembelajaran untuk
siswa.  Tempat yang digunakan untuk kegiatan PKBM ini
merupakan sekolah, jadi sangat cocok untuk melaksanakan
kegiatan PKBM. Di sekolah tersebut sudah tersedia ruang kelas,
ruang guru, tempat ibadah, kamar mandi, hal tersebut sangat
menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM.
Pihak PKBM juga bekerja sama dengan dinas pendidikan,
UPT dan kepala sekolah untuk mempromosikan PKBM kepada
masyarakat, sehingga pihak PKBM tidak perlu lagi untuk
melakukan promosi ke masyarakat. Untuk keterlaksanaan program
yang sedang digarap oleh PKBM, PKBM juga menjalin kerja sama
dengan Kepala Desa, Ketua RT, dan masyarakat. Hal ini dilakukan
untuk mengajak dan menggerakkan masyarakat supaya
berpartisipasi terhadap program yang sedang digarap oleh PKBM.
87
Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi
kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju
Makmur adalah dengan menjalin kerja sama dengan Yayasan,
Dinas Pendidikan, UPT, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan
Masyarakat.
b. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan
Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur
Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat
dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C
di PKBM Maju Makmur. Faktor-faktor tersebut meliputi minimnya
pendanaan, faktor ini merupakan masalah terbesar yang dihadapi
PKBM tersebut. Masalah dana yang minim tersebut berimbas
kepada masalah lain, seperti untuk waktu pembelajarannya dirasa
kurang. Kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan 1 kali dalam
seminggu. Padahal seharusnya kegiatan pembelajaran tersebut
minimal dalam seminggu itu 3 kali pertemuan. Selain itu juga
motivasi belajar siswa dirasa sangat kurang dalam menikuti
kegiatan pembelajaran. Kemudian kurangnya evaluasi dan tindak
lanjut dalam setiap program yang dijalankan oleh PKBM yang
mengakibatkan program tersebut berhenti dan bahkan gagal.
Menurut Bambang Sunggono (1994: 149) salah satu
penyebab  timbulnya  kegagalan implementasi suatu kebijakan
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dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut
sumber daya-sumber  daya pembantu, misalnya yang menyangkut
waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Hal tersebut sama seperti
yang terjadi dalam PKBM Maju Makmur, masalah biaya menjadi
faktor penyebab implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di
PKBM tidak berjalan dengan baik. Berawal dari masalah biaya
tersebut berimbas kepada pelaksanaan pembelajarannya, waktu
untuk proses pembelajarannya dirasa sangat kurang. Mengingat
bahwa minimal kegiatan pembelajaran seharusnya dilakukan
minimal 3 kali dalam 1 minggu, sedangkan PKBM Maju Makmur
hanya melaksanakan pembelajaran 1 kali dalam 1 minggu.
Masalah pendanaan menjadi faktor utama dan merupakan
masalah terbesar yang dialami oleh PKBM Maju Makmur. Hal ini
disebabkan karena kurangnya bantuan dana dari pemerintah
sehingga PKBM tersebut mengalami masalah dalam pendanaan.
Sebenarnya pemerintah sudah memberikan bantuan dana kepada
PKBM, setiap PKBM yang tersebar di setiap kecamatan akan
mendapatkan BOP (Bantuan Operasional Pelaksanaan). Namun
dana tersebut dirasa kurang oleh pihak PKBM, dikarenakan tidak
setiap tahun PKBM mendapatkan dana dari pemerintah tersebut.
Hal ini terjadi karena bantuan dari pemerintah akan disalurkan
kepada PKBM secara bergiliran dengan PKBM lainnya yang
tersebar di setiap kecamatan, padahal kegiatan pembelajaran
89
dilaksanakan setiap tahun. Selain dari bantuan pemerintah, PKBM
juga mendapatkan tambahan dana dari SPP siswa, namun itu tidak
begitu bisa diandalkan. Tidak semua siswa membayar setiap
bulannya, bahkan ada siswa yang membayar hanya pada saat
pengambilan ijasah. Pihak PKBM harus berpintar-pintar mengatur
keuangan agar pendidikan kesetaraan paket C masih bisa berjalan.
Masalah pendanaan yang dirasa kurang ini berimbas kepada
masalah-masalah yang lain. Dengan dana yang kurang kegiatan
pembelajaran untuk siswa tidak bisa dilaksanakan setiap hari.
Padahal pelaksanaan pembelajaran untuk siswa minimal dilakukan
3 kali dalam seminggu, sementara PKBM Maju Makmur ini
pelaksanaan pembelajaran untuk siswa dalam 1 minggu hanya
dilakukan 1 kali saja. Hal ini dirasa kurang karena kegiatan belajar
mengajar menjadi tidak efektif, 10 mata pelajaran yang diajarkan
di PKBM ini akan disampaikan dengan singkat. Materi-materi
yang disampaikan oleh Tutor akan singkat dan cenderung
dipercepat, mengingat jadwal pertemuan yang minim. Siswa akan
mendapatkan mata pelajaran yang sama setelah menunggu 10
minggu dari pertemuan pertama. Semisal minggu pertama
matematika, minggu kedua tidak akan biberikan matematika lagi.
Nanti setelah pada minggu kesebelas akan diberikan mata pelajaran
matematika lagi. Kurang memang mengingat waktu
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penyampaiannya yang minim dan pertemuannya pun juga hanya 1
minggu sekali.
Selain itu, kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran juga merupakan faktor penghambat. Banyak
siswa yang tidak masuk saat kegiatan pembelajaran berlangsung,
hal ini disebabkan banyak siswa yang sudah bekerja. Siswa tidak
memungkinkan untuk setiap minggu pulang dan mengikuti
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh PKBM Maju
Makmur. Mereka hanya akan pulang saat tes semesteran
berlangsung. Selain faktor pekerjaan, faktor lain muncul dari siswa
itu sendiri. Banyak juga siswa yang malas untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran. Banyak siswa yang tercatat di PKBM Maju
Makmur, namun hanya sedikit sekali yang mengikuti kegiatan
pembelajaran setiap minggunya.
Faktor penghambat lain muncul pada program yang
diselenggarakan oleh PKBM. Tidak adanya evaluasi dan tindak
lanjut saat program tersebut berlangsung mengakibatkan program
yang sedang digarap oleh PKBM tersebut terhenti bahkan gagal.
Menurut Bambang Sunggono (1994: 152) pelaksanaan
suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada
pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan
kebijakan tersebut. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap
program yang diselenggarakan PKBM ini mengakibatkan banyak
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program yang diselenggarakan PKBM Maju Makmur tersebut
mengalami kegagalan. Salah satu program yang mengalami
kegagalan adalah program KBU jamur tiram dan ternak kambing.
Program tersebut gagal karena tidak ada tindak lanjut dan evaluasi.
Kemudian respon masyarakatpun juga kurang, masyarakat
memandang program yang dijalankan oleh PKBM tersebut hanya
sebagai proyek semata. Saat program tersebut selesai
masyarakatpun juga selesai, tidak ada tindak lanjut dari masyarakat
itu sendiri. Seharusnya masyarakat bisa untuk mengembangkan apa
yang sudah didapat saat mengikuti program di PKBM kedalam
masyarakat. Tetapi hal itu tidak dilakukan, tidak ada tindak lanjut
dari masyarakat setelah mengikuti program di PKBM.
Berdasarkan pembahasan mengenai faktor penghambat
dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan kesetaraan
kejar paket C di PKBM Maju Makmur, maka dapat disimpulkan
bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah masalah minimnya
pendanaan, masalah pendanaan ini berimbas kepada kurangnya
waktu pembelajaran, kemudian motivasi siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran kurang, tidak adanya evaluasi dan tindak
lanjut terhadap program yang dijalankan oleh PKBM Maju
Makmur.
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3. Strategi yang dilakukan PKBM Maju Makmur dalam menangani
hambatan yang ditemui pada implementasi kebijakan pendidikan
kesetaraan kejar paket C
Strategi yang dilakukan PKBM Maju Makmur untuk mengatasi
masalah yang ditemui pada implementasi kebijakan pendidikan
kesetaraan kejar paket C, untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam
pendanaan PKBM mengusahakan dengan meminta bantuan kepada
pemerintah supaya diberikan bantuan dan rajin mengingatkan siswa
untuk membayar SPP. Pasalnya bantuan dari pemerintah dirasa sangat
kurang untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada didalam PKBM.
Masalah kurangnya pendanaan ini merupakan masalah terbesar yang
dialami oleh PKBM, dengan minimnya dana PKBM tidak bisa berjalan
secara optimal. Salah satu dampak dari minimnya pendanaan tersebut
adalah dengan berkurangnya waktu pembelajaran untuk siswa. PKBM
tidak bisa menambah waktu pembelajaran karena terkendala biaya.
Untuk mengatasi masalah ini PKBM menunggu dana dari pemerintah,
karena masalah ini adalah imbas dari kurangnya pendanaan yang
dialami oleh PKBM Maju Makmur.
Untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam program yang
diadakan oleh PKBM seperti KBU jamur tiram dan ternak kambing,
pihak PKBM menjalin kerja sama dengan Kepala Desa, Ketua RT dan
masyarakat sekitar. Pihak PKBM juga melakukan perbandingan
dengan pihak masyarakat, program yang sedang dijalankan pun tidak
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hanya berfokus pada satu desa. Namun program tersebut disebar ke
beberapa desa lainnya. Untuk itu PKBM bekerja sama dengan Kepala
Desa dan perangkat desa lainnya untuk menggerakkan masyarakat agar
ikut berpartisipasi dalam program yang diberikan oleh PKBM Maju
Makmur.
Setelah program tersebut dilaksanakan, untuk mengantisipasi
agar program yang sedang digarap tersebut tidak sia-sia atau gagal.
Pihak PKBM Maju Makmur mengantisipasinya dengan menunjuk
beberapa orang untuk bertanggung jawab penuh terhadap program
yang sedang dijalankan tersebut. Tugasnya adalah untuk mengelola
dan sekaligus bertanggung jawab atas keterlaksanaannya program,
sementara pihak PKBM nantinya akan memantau program tersebut.
Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan
bahwa strategi yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang terjadi
saat proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket
C di PKBM Maju Makmur adalah dengan bekerja sama dengan pihak
dinas pendidikan dan meminta bantuan kepada pemerintah untuk
memberikan bantuan kepada PKBM. Pihak PKBM juga bekerja sama
dengan kepala desa, perangkat desa lainnya, dan masyarakat untuk
mendukung dan ikut berpartisipasi terhadap program yang dijalankan
oleh PKBM Maju Makmur.
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Berdasarkan data yang telah disajikan di atas maka perlu adanya
analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Rumusan masalah
tersebut yaitu bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan
kejar paket C, faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung
dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C,
bagaimana strategi yang dilakukan dalam menangani hambatan yang
ditemui pada implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C
di PKBM Maju Makmur.
Dengan berdasar pada data yang diperoleh di lapangan maka
peneliti mencoba untuk menganalisis hasil penelitian dengan
menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Van Meter
dan Van Horn mengawali gagasan teorinya tentang implementasi dengan
menentukan enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan
kinerja kebijakan. Keenam variabel tersebut meliputi: (1) standar dan
tujuan kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi; (4) interorganisasi dan
aktivitas pengukuhan; (5) karakteristik agen pelaksana; (6) kondisi sosial,
ekonomi dan politik serta karakter pelaksana. Peneliti akan mencoba untuk
menganalisis hasil penelitian di PKBM Maju Makmur dengan memakai
enam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.
1) Standar dan tujuan kebijakan
Dalam membuat kebijakan tentu saja mempunyai standar dan
tujuan yang harus dicapai. Implementasi sebuah kebijakan sangat
berkaitan erat dengan agen pelaksana yang berada dilapangan. Agar
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kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka agen pelaksana
yang berada dilapangan haruslah memahami apa yang menjadi standar
dan tujuan dari kebijakan tersebut.
Pendidikan kesetaraan merupakan solusi untuk mengatasi
masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya
pendidikan kesetaraan ini diharapkan angka putus sekolah berkurang
dan masyarakat yang kurang beruntung dapat mendapatkan pendidikan
dengan baik. PKBM merupakan tempat untuk melaksanakan
pendidikan kesetaraan tersebut, dengan adanya PKBM ini diharapkan
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat berjalan dengan lancar
dan lebih terencana, terarah sesuai dengan rancangan kebijakan yang
telah dibuat. Pada dasarnya PKBM bertujuan untuk membantu dan
meningkatkan mutu hidup masyarakat, melalui kegiatan pembelajaran
dan keterampilan, masyarakat dilatih agar mempunyai keterampilan
dan memiliki pengetahuan yang nantinya akan digunakan dalam
kehidupan di masyarakat dan dunia kerja.
Implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM Maju
Makmur selama ini berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang
menjadi tujuan dari pendidikan kesetaraan itu sendiri, yakni untuk
menghapus angka putus sekolah dan meningkatkan mutu masyarakat
melalui pendidikan dan keterampilan fungsional. Hal ini terlihat dari
kegiatan-kegiatan yang dilakukan PKBM Maju Makmur. Kegiatan
tersebut berupa pembelajaran untuk siswa setiap minggu dan program-
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program seperti KUM, Desa Vokasi yang dibuat untuk meningkatkan
keterampilan masyarakat, yang mana kegiatan tersebut dijalankan dan
dilaksanakan dengan baik oleh pihak PKBM. Walaupun juga terdapat
hambatan-hambatan saat pelaksanaan kegiatan tersebut.
2) Sumberdaya
Keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan sangat
dipengaruhi dari adanya sumberdaya. Implementasi menuntut adanya
sumber daya yang berkualitas guna untuk mencapai tujuan dari sebuah
kebijakan itu sendiri. PKBM Maju Makmur ini mempunyai ketua
penyelenggara, wakil bidang, dan tutor. Pengelola yang berada di
PKBM ini memiliki tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Dengan
jumlah pengelola yang berada di PKBM sebanyak 13 orang, ini dirasa
masih kurang untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di PKBM,
dikarenakan masih terdapat pengelola yang memiliki peran ganda
sebagai wakil bidang dan sekaligus sebagai tutor. Namun hal tersebut
tidak mempengaruhi kinerja dari pengelola yang berada di PKBM
Maju Makmur ini, pengelola menjalankan tugas dengan baik. Selain
itu sumberdaya non manusia dapat dilihat dari adanya fasilitas dan
sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran yang sudah
memenuhi, meskipun sarana dan prasarana tersebut bukanlah milih
PKBM pribadi, melainkan bantuan/bentuk kerja sama dengan yayasan.
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3) Komunikasi
Para agen pelaksana harus mampu memahami apa yang menjadi
standar dan tujuan dari sebuah kebijakan, untuk itu standar dan tujuan
kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan.
Implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM mendapat
dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, UPT, perangkat
desa, masyarakat, maupun pihak yayasan. Hal ini terbukti bahwa
komunikasi PKBM dengan pihak-pihak lain berjalan dengan baik,
sebagai bukti pemerintah ikut memperhatikan pendidikan yang berada
di pelosok daerah dengan memberikan bantuan kepada PKBM,
walaupun bantuan dari pemerintah tersebut dirasa belum cukup untuk
memenuhi semua kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh PKBM.
Pihak PKBM juga menjalin kerja sama dengan perangkat desa,
masyarakat dan juga yayasan untuk ikut berperan dalam melancarkan
kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM Maju Makmur, hal ini terbukti
bahwa komunikasi dengan pihak tersebut berjalan dengan baik.
4) Interorganisasi dan Aktivitas
Pencapaian tujuan PKBM yakni untuk mengurangi angka putus
sekolah dan pemerataan pendidikan sudah tercapai dengan baik. Hal
tersebut dikarenakan semua pihak menyadari dan dapat menyesuaikan
dengan kondisi yang sedang dihadapi.  Aktivitas antara masing-masing
agen pelaksana juga sudah menunjukkan adanya hubungan yang baik,
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mereka saling bekerja sama untuk meningkatkan dan mengusahakan
kegiatan yang terdapat di PKBM selalu berjalan dengan baik.
5) Karakteristik Agen Pelaksana
Agen pelaksana merupakan pihak yang terlibat langsung dalam
implementasi sebuah kebijakan. Agen pelaksana merupakan salah satu
komponen yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah
implementasi kebijakan. Yang menjadi agen paleksana di PKBM Maju
Makmur ini adalah ketua penyelenggara, wakil bidang, dan tutor.
Ketua penyelenggara sangat selektif dalam memilih tenaga
kependidikan yang lain, seperti dalam memilih tutor untuk PKBM.
Tutor dipilih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, seperti mata
pelajaran Bahasa Indonesia tutor tersebut juga lulusan dari jurusan
bahasa indonesia. Ketua penyelenggara memiliki standar minimal
untuk tutor yaitu harus S1, sehingga kompetensi dari agen palaksana
ini sudah cukup memadai. Hubungan antar sesama agen pelaksana
berjalan dengan baik, yakni tidak adanya saling curiga atau
komunikasi yang terjadi berjalan dengan baik. Kunci dari keberhasilan
dari sebuah lembaga adalah adanya saling percaya antara personil satu
dengan yang lainnya, maka sangat diperlukan kerja sama antar agen
pelaksana guna untuk mencapai tujun yang diharapkan.
6) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Faktor ini berkaitan dengan sajuah mana lingkungan eksternal
turut ikut berperan dalam keberhasilan suatu kebijakan. Kondisi sosial,
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ekonomi, dan politik dapat menjadi penyebab kegagalan dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan, karena jika kondisi sosial,
ekonomi, dan politik dirasa kurang kondusif maka kemungkinan besar
ikut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Lingkungan di
sekitar PKBM Maju Makmur, baik masyarakat, perangkat desa, UPT,
pemerintah dan yayasan sangat mendukung implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan  kejar paket C di PKBM Maju Makmur.
Masyarakat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan
pendidikan kesetaraan di PKBM tersebut, sehingga PKBM tersebut
mendapatkan bantuan dan dukungan dari yayasan yang mana pihak
yayasan menyumbang fasilitas penunjang pembelajaran untuk
pelaksanaan kegiatan PKBM.  Kemudian bantuan lain datang dari
perangkat desa yang mengajak masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi
dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak PKBM. Untuk dapat
berkembang PKBM harus berperan aktif dalam menjalin hubungan
dengan pihak lain, dengan menjalin hubungan dan kerja sama dengan






Berdasarkan  rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan
serta temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur, untuk pelaksanaan pendidikan dan kurikulumnya
belum sesuai dengan standar yang ada yakni pada Permendiknas No 3
Tahun 2008, namun untuk evaluasi/penilaiannya sudah sesuai. Hal
tersebut terlihat dari:
a. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju
Makmur, proses pembelajaran hanya dilakukan 1 kali dalam
seminggu, kemudian penggabungan siswa yang mengakibatkan
pemberian materi pembelajaran juga disamakan. Hal ini
mengakibatkan siswa kesulitan dalam menerima materi
pembelajaran.
b. Kurikulum yang digunakan di PKBM Maju Makmur adalah
kurikulum KTSP, dimana dalam penerapan kurikulum tersebut
disesuaikan dengan keadaan di PKBM seperti keadaan ekonomi,
keadaan siswa. Untuk penerapan kurikulum program IPS kelas 2
dan kelas 3 sudah sesuai dengan kurikulum KTSP, akan tetapi
untuk penerapan kurikulum kelas 1 belum sesuai karena hanya
menggunakan kurikulum program IPS. Padahal saat ujian semester
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untuk kelas 1 terdapat mata pelajaran dari program IPA dan
Bahasa.
c. Untuk mengukur evaluasi pembelajaran siswa adalah dengan
menggunakan tes semester sebagai acuannya. Kemudian untuk
kelas 3 sama seperti sekolah formal yaitu dengan mengikuti ujian
nasional.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan
a. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur adalah : 1)
Faktor tersedianya tempat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan
kejar paket; 2) Pihak PKBM menjalin kerja sama dengan Yayasan,
Dinas Pendidikan, UPT, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan
Masyarakat.
b. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur adalah : 1)
Masalah minimnya pendanaan, masalah pendanaan ini berimbas
kepada masalah lain seperti kurangnya waktu pembelajaran; 2)
Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran masih
kurang; 3) Tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut terhadap
program yang dijalankan oleh PKBM Maju Makmur.
3. Upaya yang dilakukan oleh PKBM untuk mengatasi hambatan dalam
proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C di
PKBM Maju Makmur yaitu dengan cara : 1) Bekerja sama dengan
pihak Dinas Pendidikan dan meminta bantuan kepada pemerintah
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untuk memberikan bantuan kepada PKBM; 2) Pihak PKBM juga
bekerja sama dengan Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya, dan
Masyarakat untuk mendukung dan ikut berpartisipasi terhadap
program yang dijalankan oleh PKBM Maju Makmur.
B. Saran
1. Bagi Dinas Pendidikan hendaknya melakukan tinjauan langsung ke
PKBM agar lebih mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi di
PKBM tersebut sehingga dapat segera mengatasi masalah yang sedang
terjadi. Selain melakukan tinjauan diharapkan pihak Dinas Pendidikan
memberikan bantuan secara berkala agar kegiatan pembelajaran di
PKBM dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Bagi PKBM diharapkan PKBM mempunyai / membuat salinan data-
data dari tahun ketahun. Dikarenakan pihak PKBM untuk sekarang ini
data base yang dimiliki masih sangat kurang, banyak data yang tidak
ada dan belum dibuat.
3. Bagi ketua penyelenggara diharapkan terus berusaha mengembangkan
PKBM dan membina wakil bidang dan tutor serta siswa sehingga
kegiatan PKBM akan berjalan lebih baik lagi.
4. Bagi wakil bidang dan tutor, diharapkan dapat mengembangkan diri
untuk kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran
agar kualitas pendidikan semakin maju dan berkembang.
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DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KESETARAAN KEJAR PAKET C DI PKBM MAJU MAKMUR
Observasi akan dilakukan di PKBM Maju Makmur, dengan setting sebagai
berikut:
1. Mengamati lokasi dan keadaan sekitar sekolah:
a. Alamat PKBM Maju Makmur
b. Lingkungan PKBM Maju Makmur
c. Bangunan
2. Mengamati kegiatan warga belajar pada saat pembelajaran pendidikan
kesetaraan kejar paket C di lakukan:
a. Proses kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar paket C
b. Teknik pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar paket C yang
diberikan
c. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan pembelajaran pendidikan
kesetaraan kejar paket C






4. Mengamati interaksi yang terjadi di PKBM Maju Makmur
a. Interaksi ketua penyelenggara dengan wakil bidang, tutor, dan warga
belajar
b. Interaksi wakil bidang dengan tutor dan warga belajar
c. Interaksi tutor dengan warga belajar
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PEDOMAN DOKUMENTASI
DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KESETARAAN KEJAR PAKET C DI PKBM MAJU MAKMUR
1. Arsip tertulis
a. Sejarah berdirinya PKBM Maju Makmur
b. Visi dan Misi PKBM Maju Makmur
c. Buku profil PKBM Maju Makmur
d. Arsip data warga belajar di PKBM Maju Makmur
e. Data Tutor di PKBM Maju Makmur
f. Struktur Organisasi di PKBM Maju Makmur
2. Foto
a. Gedung sekolah, ruang kelas, dan sarana prasarana
b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran kesetaraan kejat paket C
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PEDOMAN WAWANCARA KETUA PENYELENGGARA, WAKIL
BIDANG, TUTOR, WARGA BELAJAR
DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KESETARAAN KEJAR PAKET C DI PKBM MAJU MAKMUR
Pertanyaan Penelitian Untuk Ketua Penyelenggara
1. Apa yang menjadi visi dan misi PKBM ini ?
2. Bagaimana awal mulanya program pendidikan kesetaraan kejar paket C di
PKBM Maju Makmur?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar
paket C di PKBM Maju Makmur?
5. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C di
PKBM Maju Makmur?
6. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
7. Bagaimana strategi dalam mengatasi segala bentuk hambatan tersebut?
8. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
9. Berapa jumlah tutor yang ada di PKBM Maju Makmur?
10. Apakah jumlah tersebut mencukupi untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran?
11. Darimana tutor tersebut berasal?
12. Apakah ada syarat khusus untuk menjadi tutor di PKBM Maju Makmur?
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13. Bagaimana peran tutor dalam melaksanakan kebijakan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
14. Berapa jumlah warga belajar yang ada di PKBM Maju Makmur?
15. Apa saja syarat bila ingin mendaftar/menjadi warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
16. Bagaimana evaluasi/penilaian pembelajaran di PKBM Maju Makmur?
17. Bagaimana menentukan kriteria kelulusan untuk warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
18. Kurikulum apa yang diterapkan di PKBM Maju Makmur?
19. Bagaimana pelaksanaan kurikulum tersebut?
20. Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
21. Darimanakah sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
22. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Pertanyaan Penelitian Untuk Wakil Bidang
Wakil Bidang Kesiswaan
1. Apa tugas dan tanggung jawab dari wakil bidang kesiswaan?
2. Berapa jumlah warga belajar yang ada di PKBM Maju Makmur?
3. Apa saja syarat bila ingin mendaftar/menjadi warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
4. Bagaimana evaluasi/penilaian pembelajaran di PKBM Maju Makmur?
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5. Bagaimana menentukan kriteria kelulusan untuk warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
6. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan
kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
9. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
10. Apakah sarana dan prasarana di PKBM Maju Makmur sudah mendukung
dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket C?
Wakil Bidang Kurikulum
1. Apa tugas dan tanggung jawab dari wakil bidang kurikulum?
2. Kurikulum apa yang diterapkan di PKBM Maju Makmur?
3. Bagaimana pelaksanaan kurikulum tersebut?
4. Bagaimana evaluasi/penilaian pembelajaran di PKBM Maju Makmur?
5. Bagaimana menentukan kriteria kelulusan untuk warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
6. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan
kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
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9. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
10. Apakah sarana dan prasarana di PKBM Maju Makmur sudah mendukung
dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket C?
Wakil Bidang Keuangan
1. Apa tugas dan tanggung jawab dari wakil bidang keuangan?
2. Darimanakah sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
3. Bagaimanakah pengelolaan atau pengguaan dana tersebut?
4. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan
kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
7. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
8. Apakah sarana dan prasarana di PKBM Maju Makmur sudah mendukung
dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket C?
Pertanyaan Penelitian Untuk Tutor
1. Sudah berapa lama menjadi tutor di PKBM Maju Makmur?
2. Awal mula menjadi tutor, alasannya?
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3. Latar belakang pendidikan?
4. Adakah syarat khusus untuk menjadi tutor di PKBM Maju Makmur?
5. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
6. Apa saja materi pembelajaran yang diberikan di PKBM Maju Makmur?
7. Darimana materi atau bahan ajar tersebut?
8. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
9. Bagaimana strategi dalam mengatasi segala bentuk hambatan tersebut?
10. Bagaimana partisipasi warga belajar dalam mengikuti pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
11. Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Pertanyaan Penelitian Untuk Warga Belajar
1. Apa latar belakang Anda memilih untuk belajar di PKBM Maju Makmur?
2. Apa saja materi pembelajaran yang anda terima di PKBM Maju Makmur?
3. Apa saja sumber ajar dan bahan ajar yang digunakan tutor dalam
pembelajaran?
4. Apakah Anda merasa pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan secara
optimal?
5. Manfaat apa yang Anda dapatkan selama belajar di PKBM Maju Makmur?
6. Adakah kendala yang Anda alami selama belajar di PKBM Maju
Makmur?
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7. Menurut Anda apakah sarana/prasarana yang ada di PKBM Maju Makmur






Lampiran 2. Catatan Lapangan
Catatan Lapangan I
Hari/tanggal : Selasa, 12 November 2013
Waktu : 15.00
Tempat : Kantor Kesbangpol dan Linmas Yogyakarta
Kegiatan : Membuat surat ijin penelitian
Pada hari ini peneliti berangkat ke Kesbangpol dan linmas Yogyakarta dengan
tujuan untuk membuat surat ijin penelitian, namun surat tersebut tidak bisa langsung
jadi. Kemudian peneliti disuruh datang besok pagi untuk mengambil surat ijin
penelitian, setelah itu peneliti berpamitan untuk pulang.
CATATAN LAPANGAN II
Hari/tanggal : Rabu, 13 November 2013
Waktu : 09.00
Tempat : Kantor Kesbangpol dan Linmas Yogyakarta
Kegiatan : Membuat surat ijin penelitian
Pukul 09.00 WIB peneliti datang kembali ke kantor Kesbangpol dan linmas
Yogyakarta untuk mengambil surat ijin penelitian, setelah menunggu selama 10
menit akhirnya petugas memberikan surat ijin penelitian tersebut. Setelah itu peneliti
disuruh untuk mengurus surat ijin penelitian di kantor Kesbangpol dan linmas
provinsi jawa tengah. Kemudian peneliti berpamitan untuk pulang.
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CATATAN LAPANGAN III
Hari/tanggal : Selasa, 19 November 2013
Waktu : 11.30
Tempat : Kantor Kesbangpol dan Linmas Jawa Tengah
Kegiatan : Membuat surat ijin penelitian
Pada pukul 11.30 WIB, peneliti datang ke Kantor Kesbangpol dan Linmas
Jawa Tengahuntuk mengantar surat perijinan penelitian dari Kesbangpol dan linmas
Yogyakarta. Peneliti bertemu dengan salah satu karyawan disana, kemudian peneliti
disuruh untuk mengisi buku tamu. Sementara itu karyawan tersebut membuatkan
surat ijin penelitian, setelah menunggu selama 10 menit surat ijin penelitian tersebut
sudah jadi. Peneliti lalu berpamitan untuk pulang.
CATATAN LAPANGAN IV
Hari/tanggal : Rabu, 27 November 2013
Waktu : 11.30 WIB
Tempat : Kantor Kesbangpol Kab. Wonogiri
Kegiatan : Membuat surat ijin penelitian
Pada pukul 11.30 WIB peneliti datang ke kantor Kesbangpol Kab. Wonogiri
untuk memberikan surat tembusan dari Kesbangpol Jawa Tengah dan juga sekaligus
untuk membuat surat ijin penelitian. Peneliti disuruh untuk mengisi surat pernyataan
dan buku tamu oleh karyawan Kesbangpol. Berhubung kepala bidang Kesbangpol
sedang ada rapat, peneliti disuruh untuk mengambil surat ijin penelitian pada
keesokan harinya. Dirasa urusan sudah selesai, kemudian peneliti berpamitan pulang.
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CATATAN LAPANGAN V
Hari/tanggal : Kamis, 28 November 2013
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Kesbangpol Kab. Wonogiri
Kegiatan : Membuat surat ijin penelitian
Pada pukul 09.00 WIB peneliti datang lagi ke kantor Kesbangpol Kab.
Wonogiri untuk mengambil surat ijin penelitian. Setelah menunggu beberapa saat
petugas Kesbangpol memberikan surat ijin penelitian. Kemudian peneliti disuruh
untuk memfoto copy surat tersebut, setelah difoto copy surat tersebut dicap kemudian
diberikan kepada peneliti untuk diteruskan ke PKBM.   Dirasa urusan sudah selesai
peneliti berpamitan pulang.
CATATAN LAPANGAN VI
Hari/Tanggal : Jum’at, 29 November 2013
Waktu : 14.30 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Kegiatan : Menyerahkan Surat Ijin Penelitian
Siang itu pukul 14.30 peneliti datang ke PKBM Maju Makmur untuk
menyerahkan surat ijin penelitian sekaligus melakukan wawancara dengan ketua
penyelenggara di PKBM Maju Makmur. Setibanya di PKBM tersebut peneliti tidak
bertemu dengan ketua PKBM melainkan hanya bertemu dengan salah satu karyawan
di PKBM. Peneliti bertanya kepada karyawan tersebut apakah ketua PKBM ada di
tempat apa tidak, ternyata ketua PKBM baru saja rapat. Berhubung ketua PKBM
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sedang rapat peneliti menitipkan surat ijin penelitian kepada karyawan dan kemudian
berpamitan untuk pulang.
CATATAN LAPANGAN VII
Hari/Tanggal : Sabtu, 30 November 2013
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Kegiatan : Wawancara
Sekitar pukul 13.30 peneliti tiba di PKBM Maju Makmur. Namun peneliti
tidak bertemu siapapun di sana, PKBM tersebut kosong tidak ada karyawan satupun.
Setelah menunggu agak lama peneliti kemudian pulang.
CATATAN LAPANGAN VIII
Hari/Tanggal : Rabu, 4 Desember 2013
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Kegiatan : Wawancara
Sekitar pukul 14.00 peneliti berkunjung kembali ke PKBM Maju Makmur
untuk melakukan wawancara dengan Ketua PKBM. Namun ketua PKBM tersebut
tidak berada di tempat, penelitipun akhirnya menunggu kedatangan beliau sembari
mengobrol dengan karyawan PKBM yang ada di sana. Setelah menunggu beberapa
jam akhirnya peneliti dapat melakukan wawancara dengan bapak Ketua PKBM.
Akhirnya pukul 15.30 peneliti dapat melakukan wawancara dengan bapak Ketua
PKBM. Setelah selesai wawancara dengan Ketua PKBM peneliti meminta ijin untuk
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mewawancarai tutor PKBM dan wakil bidang, kemudian peneliti melakukan
wawancara dengan tutor PKBM dan wakil bidang. Sekitar pukul 17.30 akhirnya
kegiatan wawancara hari itupun selesai, kemudian peneliti memohon pamit dan
mengucapkan terimakasih.
CATATAN LAPANGAN IX
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2013
Waktu : 14.30 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Kegiatan : Wawancara
Pukul 14.30 peneliti datang ke PKBM Maju Makmur dengan maksud untuk
bertemu ketua PKBM untuk meminta data profil dari PKBM Maju Makmur dan
melakukan wawancara dengan tutor, warga belajar, akan tetapi pada saat itu bapak
Ketua PKBM tidak hadir dikarenakan anaknya sedang sakit. Peneliti lalu bertemu
tutor yang saat itu sedang mengajar untuk meminta ijin mewanwancarai beliau dan
warga belajar di PKBM Maju Makmur. Akhirnya peneliti diijinkan untuk
mewancarai sebagian warga belajar. Setelah selesai melakukan kegiatan wawancara
dengan warga belajar, peneliti lalu keluar dan mempersilahkan tutor untuk
melanjutkan kegiatan pembelajarannya. Kemudian peneliti menunggu diruangan guru
sambil melakukan kegiatan dokumentasi. Setelah menunggu 30 menit tutor pun
selesai mengajar dan kemudian penelitipun mewawancarai tutor tersebut. Akhirnya




Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2013
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Kegiatan : Meminta Data Profil
Pada hari Rabu tanggal 18 Desember peneliti kembali lagi ke PKBM Maju
Makmur untuk meminta data profil ke ketua PKBM. Setelah sampai di sana ternyata
data profil yang saya minta belum siap karena untuk data dan arsip yang lain itu ketua
PKBM yang membawanya, dan kebetulan hari itu ketua PKBM sedang sakit oleh
karena itu beliau tidak hadir. Akhirnya peneliti disuruh kembali lagi pada hari Sabtu.
Setelah urusan dirasa cukup peneliti lalu berpamitan pulang.
CATATAN LAPANGAN XI
Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Desember 2013
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Kegiatan : Meminta Data Profil
Pada hari Sabtu pukul 13.30 peneliti datang kembali ke PKBM setelah pada
hari rabu tidak bertemu dengan ketua PKBM. Maksud kedatangan peneliti ke PKBM
sama seperti hari Rabu lalu, yaitu untuk meminta data profil ke ketua PKBM. Setelah
menunggu sampai jam 14.00 akhirnya ketua PKBM datang, lalu peneliti bersalaman
dan masuk ke kantor. Setelah itu peneliti mengobrol dengan ketua PKBM lalu
meminta data profil dari PKBM Maju Makmur, akan tetapi data yang diinginkan
peneliti tersebut tidak komplit. Hanya sebagian yang diberikan ke peneliti itupun
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untuk profil PKBM masih memakai profil yang lama tahun 2001. Peneliti disarankan
untuk meminta data tersebut ke penanggung jawab PKBM.
CATATAN LAPANGAN XII
Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Desember 2013
Waktu : 06.30 WIB
Tempat : Rumah Bapak Teguh Subroto (Penanggung Jawab PKBM)
Kegiatan : Meminta Data Profil
Pada pukul 06.30 peneliti datang ke Rumah Bapak Teguh, setelah menunggu
agak lama dikarenakan beliau keluar kota untuk beberapa hari. Akhirnya pada hari
sabtu peneliti dapat bertemu beliau dirumahnya. Kedatangan peneliti kerumah Bapak
Teguh adalah untuk meminta data profil PKBM Maju Makmur. Setelah
mengutarakan maksud kedatangan peneliti, beliau langsung mengambilkan data
profil PKBM. Setelah mengobrol cukup lama dengan beliau, akhirnya peneliti
memohon pamit karena urusan dirasa sudah selesai dan tidak lupa peneliti





TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KETUA PENYELENGGARA
PKBM
Hari/tanggal : Rabu, 4 Desember 2013
Pukul : 15.30 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Responden : Ketua PKBM (MP1)
Tema : Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur
Pertanyaan Penelitian Untuk Ketua Penyelenggara
1. Apa yang menjadi visi dan misi PKBM ini ?
Pada intinya visi dan misi PKBM ini adalah untuk pembelajaran
masyarakat yang berbasis vokasi jadi pembelajaran yang menitik
beratkan kepada keterampilan, maka untuk menterjemahkan visi misi
PKBM ini semua pembelajaran dipaket C pasti terdapat kalimat terampil.
Jadi memang harus berbasis keterampilan, berbeda dengan sekolah
umum/sekolah formal.
2. Bagaimana awal mulanya program pendidikan kesetaraan kejar paket C di
PKBM Maju Makmur?
Awal mulanya PKBM ini terbentuk tahun 2001 program awal diluncurkan
oleh pemerintah waktu itu kita jemput bola. Berawal dari banyaknya anak
didik yang tidak terserap ke jenjang SMA karena terkendala biaya,
kemudian kendala yang lainnya, tetapi yang paling berpengaruh adalah
dikarenakan kendala biaya. Maka diluncurkanlah program itu dan kami
menyambut dengan sosialisasi ke desa-desa kita bekerja sama dengan
kepala desa, kita memberikan edaran-edaran seperti brosur setiap kali
tahun ajaran baru. Waktu itu hampir 3 tahun kami memakai metode
tersebut, tetapi sekarang karena sudah banyak yang mengenal, kita sudah
tidak memakai brosur lagi, dari warga masyarakat sudah mulai mencari
sendiri. Pertama kali kita hanya mendidik warga belajar sebanyak 4
siswa, itupun masih dalam bayang-bayang pesimis/belum percaya apakah
ijasah paket C itu laku atau tidak.
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Program PKBM ini merupakan program dari pusat, jadi seluruh
indonesia itu di setiap kabupaten membentuk PKBM disetia kecamatan.
PKBM ini di bawah langsung di Dirjen pendidikan luar sekolah, dirjen
pendidikan luar sekolah itu menangani PKBM dan LPK. PKBM itu nanti
membawahi kejar paket A,B, dan C, desa vokasi, KUM semacam paket A
namun pra buta aksara. Waktu itu awal penunjukan disetiap PKBM itu
dari sekda jadi SK dari sekda untuk pendirian PKBM. Sekarang PKBM
sudah terakses di kementriaan pendidikan sehingga online jadi setiap
tahun ada revisi. Yang terbaru sekarang PKBM sudah mendapatkan biaya
operasional atau penguatan lembaga dari kementrian.
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
Pelaksanaan pendidikan disini menjadi tanggung jawab dari PKBM,
struktur PKBM terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan membentuk
unit-unit ada unit kejar paket A, B dan C. Unit paket C ada penyelenggara
semacam kepala sekolah dibawah penyelanggara itu bebas, namun di
PKBM ini kami menerapkan seperti sekolah formal jadi ada wakil bidang
kurikulum, bidang keuangan, dan ada bidang kesiswaan kemudian di
bawahnya terdapat tutor. Jadi pertanggungjawaban PKBM nanti ke PNFI
dan dibantu dari UPT selaku jalur koordinasi jadi ikut semacam
pengawasan dari kejar paket ini.
4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar
paket C di PKBM Maju Makmur?
Yang terlibat langsung yaitu ketua penyelenggara, bidang kurikulum,
bidang kesiswaan, bidang keuangan. Secara global tugas dari bidang
kurikulum itu menangani PKBM, merancang pembelajaran,
menyelenggarakan kegiatan semesteran ujian-ujian, penyusunan RPP
tentang pembelajaran, menjamin keterlaksanaan kegiatan belajar
mengajar di PKBM. Kemudian untuk wakil bidang kesiswaan mempunyai
tugas untuk perekrutan siswa dan promosi-promosi, berbeda dengan
sekolah formal. Kalau di sekolah formal kan luas sekali, namun kalau kita
hanya terbatas pada perekrutan/peneriamaan siswa baru, mengelola buku
induk daftar belajar. Kemudian untuk wakil bidang keuangan menangani
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pengelolaan sumbangan siswa, mengelola anggaran-anggaran dari Dinas
Pendidikan.
5. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C di
PKBM Maju Makmur?
Bisa menyelenggarakan kerjar paket ini dengan lancar dan mengelola
kejar paket ini secara profesional. Untuk memberdayakan masyarakat
dengan beberapa model projek yang diusung yaitu desa vokasi kita
disuruh untuk membuat kelompok-kelompok KBU (kelompok belajar
usaha) itu nanti dilatih dibina dan diberikan modal. Bentuk dari kbu itu
seperti kbu ternak ayam, kbu ternak kambing, kbu budidaya jamur tiram,
kbu budidaya ikan lele. Kemudian ada program untuk mengentaskan buta
aksara. Kemudian ada lagi program taman baca masyarakat (TBM) jadi
kita mendirikan semacam perpustakaan yang diperuntukkan untuk
masyarakat umum. Program tersebut mendapatkan dana dari pemerintah.
6. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Kalau bicara soal penghambat banyak sekali hambatannya mas, yang
pertama tidak ada evaluasi atau tindak lanjut yang mengakibatkan
program itu berhenti seperti KBU jamur tiram, proyek selesai dana
selesai budidaya jamur tidak begitu berkembang akhirnya mati. KBU
ternak kambing, kambing yang diternak terkena penyakit kemudian mati,
akhirnya program tersebut juga berhenti. Ini diakibatkan karena tidak ada
evaluasi yang baik, mestinya ada pendampingan. Kemudian yang kedua,
respons masyarakat yang masih kurang kemudian kesungguhan,
memandang hanya semacam proyek maksudnya proyek selesai ya sudah
selesai tidak ada kelanjutannya lagi. Kemudian yang ketiga dari segi
menajemen PKBM sendiri, kita perlu penyempurnaan manajemen.
Kenapa perlu penyempurnaan karena tidak ada contoh yang digunakan
untuk memandu kita jadi sementara ini kita melangkah itu ya memang
hasil dari berbagai kebutuhan kita, belum ada seperti sekolah-sekolah
umum. Kalau dipaket C kan ada anggaran rumah tangga nah kalau di
PKBM belum ada. Murni kegiatan untuk pengembangan walaupun
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memang pengembangan tersebut sudah membuat banyak perubahan, jadi
kita menyambut ada program apa kita ikut.
7. Bagaimana strategi dalam mengatasi segala bentuk hambatan tersebut?
Strategi yang sementara ini kita terapkan itu yang pertama kalau bahasa
kita wong sing dipokokne jadi kita merekrut orang-orang yang dipokokkan
disatu kelompok contohnya di KBU jamur tiram jadi kita ada dua orang
yang dipokokkan ada yang dikasih tanggung jawab penuh dan yang
mengelola itu nanti kita tinggal memantau. Dengan menunjuk dua orang
lumayan untuk mengurangi bahasa Jawanya “ngamplah (percuma)”
program itu tidak sia-sia lah. Kemudian yang kedua kita semakin banyak
melakukan perbandingan dengan pihak-pihak masyarakat dan untuk itu
juga dibentuk paguyuban. Kemudian untuk faktor-faktor lain kita
menyebar program jadi kita tidak hanya fokus disatu desa tetapi
dibeberapa desa. Desa-desa lain ini kita menggandeng kepala desa,
masyarakat untuk diajak menyelesaikan program yang diangkat. Kemarin
di desa vokasi jatisari kita banyak melibatkan para ketua RT dan Kadus
dalam rangka untuk pengerahan warganya bahwasanya mendapat
program yang kita berikan. Kurang lebih itu strategi yang kita lakukan.
8. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Daya dukung yang saat ini cukup menguatkan kita ya karena kita
bergandeng dengan yayasan. Hal tersebut cukup menguatkan karena kita
tidak mampu untuk membuat gedung yang megah, untuk yang kemaren
kan kita mendompleng di berbagai tempat. Kalau di sini kita agak lebih
longgar, kita bandingkan dengan dulu kita banyak menyewa tempat itu
ternyata membuat kita menjadi malas juga untuk mencari biaya sewanya.
Dengan dukungan dari yayasan ini ternyata bisa mengatasi berbagai
hambatan misalnya kita ndak perlu sewa tempat kemudian di sini juga
terdapat ruang kelas yang mana ini bisa kita pinjam. Kemudian dari segi
pendanaanpun juga bisa longgar jadi pengeluaran kita bisa berkurang
karena tidak perlu lagi menyewa tempat. Kemudian dukungan yang kedua
kita juga bekerja sama dengan UPT jadi ketika ada koordinasi di UPT
biasanya UPT banyak memberikan informasi kepada kepala sekolah
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bahwa di sini ada kejar paket, jadi dengan dukungan tersebut kita tidak
perlu lagi promosi kemana-mana.
9. Berapa jumlah tutor yang ada di PKBM Maju Makmur?
Kita memiliki jumlah tutor 10, awalnya kita memiliki 13 tutor karena
jurusan kita hanya IPS sekarang maka yang 3 kita coret karena tutor
tersebut jurusan IPA, dulu kita punya 2 jurusan kelas 1 itu IPA kelas 2
dan 3 jurusan IPS.
10. Apakah jumlah tersebut mencukupi untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran?
Sebenarnya kurang tapi kemampuan kita hanya segitu hal ini diakibatkan
karena kurangnya pendanaan.
11. Darimana tutor tersebut berasal?
Dari sekolah-sekolah menengah, kita mengambil dari sekolah SMP dan
SMA sesuai dengan kompetensi lulusan. Yang menjadi perbedaan kejar
paket disini dengan kejar paket yang lain, kalau dikejar paket yang lain
itu mereka kebanyakan memakai guru SD. Kita beda walaupun kita juga
ada yang lulusan PGSD tetapi kita fokus ke standar kompetensi lulusan,
kita sesuaikan dengan jurusannya guru bahasa Inggris juga mengajar
bahasa Inggris, matematika mengajar matematika, biar njalur.
12. Apakah ada syarat khusus untuk menjadi tutor di PKBM Maju Makmur?
Ya minimal S1 standar minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi tutor
di sini dan mau untuk mengajar di sini. Karena upah yang diberikan
sangat jauh dari UMR sampai malu saya kalau menyebutkan. Jadi tutor
yang kita tarik ya yang memang mau iklhas dan menerima ala kadarnya.
13. Bagaimana peran tutor dalam melaksanakan kebijakan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Semisal dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu kita serahkan ke
tutor, kita berikan panduan sesuai dengan standar isi dan proses di
permendiknas kita kopikan kemereka, biar dibaca beliau sendiri tentang
materi-materi yang harus diberikan, sudah ada disitu semuanya. Perlu
diingat bahwa materi-materi yang diajarkan disini sifatnya aplikatif
berbeda dengan sekolah-sekolah umum. Dipaket C tutor harus mampu
menyampaikan materi dan materi itu dikaitkan dengan aplikasi
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dimasyarakat. Jadi tidak hanya sekedar teori justru teori agak sedikit
yang banyak itu aplikasi di masyarakat.
14. Berapa jumlah warga belajar yang ada di PKBM Maju Makmur?
Untuk kelas 1 itu 23 siswa, kelas 2 itu 64 siswa, dan kelas 3 itu 69 siswa.
Kita juga masih menerima siswa baru sampai akhir semester 1, kalau
sudah masuk semester 2 kita tidak bisa menerima, baru nanti pas ajaran
baru bisa masuk lagi. Jadi disini tidak bisa menerapkan tutup
pendaftaran, selama belum masuk semester 2 kita masih bisa menerima
murid baru. Ya disini harus bisa fleksibel kalau disamakan dengan
sekolah formal jelas ndak bisa jalan, walaupun muridnya tadi banyak itu
nanti pas kegiatan belajar mengajar paling yang datang cuma 10 anak
mengigat banyak murid kita yang bekerja diluar kota. Jadi mereka nanti
pulang pas ada semesteran baru mereka pulang semua.
15. Apa saja syarat bila ingin mendaftar/menjadi warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
Kita tidak ada syarat macam-macam, cuma mengisi formulir dan
mengumpulkan satu foto copy ijazah terakhir untuk mengecek bahwa dia
benar-benar lulus SMP.
16. Bagaimana evaluasi/penilaian pembelajaran di PKBM Maju Makmur?
Evaluasi pembelajarannya lewat tes, kita hanya mengadakan tes semester
1 (ganjil) dan tes semester 2 (genap) atau ujian kenaikan kelas. Dua itu
nanti dalam setahun kita mengadakan 5 kali tes semesteran kemudian pra
ujian nasional dan nanti puncaknya ujian nasional. Ujian nasional itu
nanti se Indonesia bareng, dan itu nanti soal didrop dari pusat. Untuk
pelaksanaannya sama dengan sekolah formal.
17. Bagaimana menentukan kriteria kelulusan untuk warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
Ya itu tadi lewat tes semesteran yang nantinya akan masuk kedalam buku
rapot mereka dan akumulasi dari semester 1 sampai 5 nanti menjelang
penyetoran daftar peserta ujian nasional nanti kita harus menyerahkan
nilai dari semester 1 sampai 5 lewat online kita serahkan kesemarang.
Nah nanti untuk lulus tidaknya yang menentukan dari pusat kita hanya
menerima si A itu  nanti lulus tidak. Semisal tidak lulus nanti masih ada
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ujian ulangan biasanya dilaksanakan dibulan september dan biasanya
kalau ikut ujian ulangan pasti lulus semua.
Untuk ijasahnya itu nanti dari dinas pendidikan yang menandatangani
kepada dinas wonogiri, untuk nilainya yang mengeluarkan dari propinsi.
18. Kurikulum apa yang diterapkan di PKBM Maju Makmur?
Kurikulum kita menganut kurikulum tahun 2007/ KTSP untuk kejar paket
C program IPS dan permendiknas tentang standar isi, standar proses.
19. Bagaimana pelaksanaan kurikulum tersebut?
Kita mengacu pada kurikulum yang ada dengan beberapa kebijakan
artinya begini kita tidak bisa melaksanakan semuanya karena kita melihat
kondisi keuangan. Kalau dirasa keuangan tidak cukup kita tidak bisa
melaksanakan KBM setiap hari karena memang belum ada BOP yang
cukup. Kemudian kita juga harus fleksibel mengingat banyak dari murid
kita yang sudah bekerja, jadi tidak memungkinkan untuk masuk setiap
hari, yang terpenting dalam satu minggu kita tetap tatap muka untuk
menyampaikan materi kurikulum yang ada. Biasanya yang disampaikan
itu mapel-mapel yang vital, Untuk tetap memenuhi standar kurikulum kita
pilih yang nanti keluar dalam semesteran. Dalam semesteran itu hanya
materi-materi yang penting yang akan keluar. Biasanya yang diteskan
adalah Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi,
Sosiologi, Sejarah, Ekonomi Akutansi.
20. Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Sarana dan prasarana yang kita miliki ya kita memliliki mebeler dan
buku-buku panduan, buku-buku reverensi juga ada, yang belum kita
tinggal gedungnya. Kita belum mempunyai gedung sendiri saat ini kita
gabung dengan yayasan kita numpang di SD.
21. Darimanakah sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Pendanaan dari SPP siswa per bulan Rp 15.000,00 kemudian kalau
semesterannya Rp 20.000,00 dan kalau dapat BOP. Karena BOP ini
digilir misal tahun ini kita dapat nanti tahun depan kita tidak dapat baru
nanti tahun depannya lagi dapat lagi.
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22. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Partisipasinya bagus setelah tahun 2004 2005 kita sudah tidak melakukan
promosi lagi ke masyarakat-masyarakat, justru masyarakatlah yang
mencari kita. Memang awal mula program ini dibentuk kita masih harus
melakukan promosi ke desa-desa. Tetapi semenjak 2004 kita sudah tidak
melakukan promosi lagi karena partisipasi masyarakat sudah bagus.
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN WAKIL BIDANG PKBM
Hari/tanggal : Rabu, 4 Desember 2013
Pukul : 15.30 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Responden : Wakil Bidang Kesiswaan (MP2)
Tema : Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur
1. Apa tugas dan tanggung jawab dari wakil bidang kesiswaan?
Untuk wakil bidang kesiswaan mempunyai tugas untuk perekrutan siswa
dan promosi-promosi, berbeda dengan sekolah formal. Kalau di sekolah
formal kan luas sekali, namun kalau kita hanya terbatas pada
perekrutan/peneriamaan siswa baru, mengelola buku induk daftar belajar.
2. Berapa jumlah warga belajar yang ada di PKBM Maju Makmur?
Untuk kelas 1 itu 23 siswa, kelas 2 itu 64 siswa, dan kelas 3 itu 69 siswa.
Kita juga masih menerima siswa baru sampai akhir semester 1, kalau
sudah masuk semester 2 kita tidak bisa menerima, baru nanti pas ajaran
baru bisa masuk lagi. Jadi disini tidak bisa menerapkan tutup
pendaftaran, selama belum masuk semester 2 kita masih bisa menerima
murid baru. Ya disini harus bisa fleksibel kalau disamakan dengan
sekolah formal jelas ndak bisa jalan, walaupun muridnya tadi banyak itu
nanti pas kegiatan belajar mengajar paling yang datang cuma 10 anak
mengigat banyak murid kita yang bekerja di luar kota. Jadi mereka nanti
pulang pas ada semesteran baru mereka pulang semua.
133
3. Apa saja syarat bila ingin mendaftar/menjadi warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
Kita tidak ada syarat macam-macam, cuma mengisi formulir dan
mengumpulkan satu foto copy ijasah terakir untuk mengecek bahwa dia
benar-benar lulus SMP.
4. Bagaimana evaluasi/penilaian pembelajaran di PKBM Maju Makmur?
Evaluasi pembelajarannya lewat tes, kita hanya mengadakan tes semester
1 (ganjil) dan tes semester 2 (genap) atau ujian kenaikan kelas. Dua itu
nanti dalam setahun kita mengadakan 5 kali tes semesteran kemudian pra
ujian nasional dan nanti puncaknya ujian nasional. Ujian nasional itu
nanti se Indonesia bareng, dan itu nanti soal didrop dari pusat. Untuk
pelaksanaannya sama dengan sekolah formal.
5. Bagaimana menentukan kriteria kelulusan untuk warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
Ya itu tadi lewat tes semesteran yang nantinya akan masuk kedalam buku
rapot mereka dan akumulasi dari semester 1 sampai 5 nanti menjelang
penyetoran daftar peserta ujian nasional nanti kita harus menyerahkan
nilai dari semester 1 sampai 5 lewat online kita serahkan kesemarang.
Nah nanti untuk lulus tidaknya yang menentukan dari pusat kita hanya
menerima si A itu  nanti lulus tidak. Andaikata tidak lulus nanti masih ada
ujian ulangan biasanya dilaksanakan dibulan september dan biasanya
kalau ikut ujian ulangan pasti lulus semua.
Untuk ijasahnya itu nanti dari Dinas Pendidikan yang menandatangani
kepada Dinas Wonogiri, untuk nilainya yang mengeluarkan dari propinsi.
6. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
Pelaksanaan pendidikan disini menjadi tanggung jawab dari PKBM,
struktur PKBM terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan membentuk
unit-unit ada unit kejar paket A, B dan C. Unit paket C ada penyelenggara
semacam kepala sekolah dibawah penyelanggara itu bebas, namun di
PKBM ini kami menerapkan seperti sekolah formal jadi ada wakil bidang
kurikulum, bidang keuangan, dan ada bidang kesiswaan kemudian di
bawahnya terdapat tutor. Jadi pertanggungjawaban PKBM nanti ke PNFI
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dan dibantu dari UPT selaku jalur koordinasi jadi ikut semacam
pengawasan dari kejar paket ini.
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan
kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Kalau bicara soal penghambat banyak sekali hambatannya mas, yang
pertama tidak ada evaluasi atau tindak lanjut yang mengakibatkan
program itu berhenti seperti KBU jamur tiram, projek selesai dana selesai
budidaya jamur tidak begitu berkembang akhirnya mati. KBU ternak
kambing, kambing yang diternak terkena penyakit kemudian mati,
akhirnya program tersebut juga berhenti. Ini diakibatkan karena tidak ada
evaluasi yang baik, mestinya ada pendampingan. Kemudian yang kedua,
respons masyarakat yang masih kurang kemudian kesungguhan,
memandang hanya semacam proyek maksudnya projek selesai ya sudah
selesai tidak ada kelanjutannya lagi. Kemudian yang ketiga dari segi
menajemen PKBM sendiri, kita perlu penyempurnaan manajemen.
Kenapa perlu penyempurnaan karena tidak ada contoh yang digunakan
untuk memandu kita jadi sementara ini kita melangkah itu ya memang
hasil dari berbagai kebutuhan kita, belum ada seperti sekolah-sekolah
umum. Kalau di paket C kan ada anggaran rumah tangga nah kalau di
PKBM belum ada. Murni kegiatan untuk pengembangan walaupun
memang pengembangan tersebut sudah membuat banyak perubahan, jadi
kita menyambut ada program apa kita ikut.
8. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
Strategi yang sementara ini kita terapkan itu yang pertama kalau bahasa
kita wong sing dipokokne jadi kita merekrut orang-orang yang dipokokkan
disatu kelompok contohnya di KBU jamur tiram jadi kita ada dua orang
yang dipokokkan ada yang dikasih tanggung jawab penuh dan yang
mengelola itu nanti kita tinggal memantau. Dengan menunjuk dua orang
lumayan untuk mengurangi bahasa jawanya “ngamplah” program itu
tidak sia-sialah. Kemudian yang kedua kita semakin banyak melakukan
perbandingan dengan pihak-pihak masyarakat dan untuk itu juga dibentuk
paguyuban. Kemudian untuk faktor-faktor lain kita menyebar program
jadi kita tidak hanya fokus disatu desa tetapi dibeberapa desa. Desa-desa
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lain ini kita menggandeng kepala desa, masyarakat untuk diajak
menyelesaikan program yang diangkat. Kemarin di desa vokasi jatisari
kita banyak melibatkan para ketua RT dan Kadus dalam rangka untuk
pengerahan warganya bahwasanya mendapat program yang kita berikan.
Kurang lebih itu strategi yang kita lakukan.
9. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Daya dukung yang saat ini cukup menguatkan kita ya karena kita
bergandeng dengan yayasan. Hal tersebut cukup menguatkan karena kita
tidak mampu untuk membuat gedung yang megah, untuk yang kemaren
kan kita mendompleng di berbagai tempat. Kalau di sini kita agak lebih
longgar, kita bandingkan dengan dulu kita banyak menyewa tempat itu
ternyata membuat kita menjadi malas juga untuk mencari biaya sewanya.
Dengan dukungan dari yayasan ini ternyata bisa mengatasi berbagai
hambatan misalnya kita ndak perlu sewa tempat kemudian di sini juga
terdapat ruang kelas yang mana ini bisa kita pinjam. Kemudian dari segi
pendanaanpun juga bisa longgar jadi pengeluaran kita bisa berkurang
karena tidak perlu lagi menyewa tempat. Kemudian dukungan yang kedua
kita juga bekerja sama dengan UPT jadi ketika ada koordinasi di UPT
biasanya UPT banyak memberikan informasi kepada kepala sekolah
bahwa di sini ada kejar paket, jadi dengan dukungan tersebut kita tidak
perlu lagi promosi kemana-mana.
10. Apakah sarana dan prasarana di PKBM Maju Makmur sudah mendukung
dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket C?
Sarana dan prasarana yang kita miliki ya kita memliliki mebelair dan
buku-buku panduan, buku-buku reverensi juga ada, yang belum kita
tinggal gedungnya. Kita belum mempunyai gedung sendiri saat ini kita
gabung dengan yayasan kita numpang di SD.
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Hari/tanggal : Rabu, 4 Desember 2013
Pukul : 17.00 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Responden : Wakil Bidang Kurikulum (ASU)
Tema : Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur
1. Apa tugas dan tanggung jawab dari wakil bidang kurikulum?
Menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan kurikulum, berkaitan
dengan bagaimana kegiatan pembelajarannya, pembagian jadwal
mengajar untuk tutor, kurang lebih sama seperti tugas yang ada di SMA.
2. Kurikulum apa yang diterapkan di PKBM Maju Makmur?
Kita memakai kurikulum KTSP
3. Bagaimana pelaksanaan kurikulum tersebut?
Ya untuk pembelajarannya anda tau sendiri seperti itu, kalau untuk
tutornya saya kira mereka saat mengajar sudah sesuai dengan apa yang
ada di kurikulum tetapi juga menyesuaikan dengan keadaan. Kalau saya
rasa sudah sesuai namun belum maksimal itu aja. Belum maksimalnya ya
itu tadi banyak masalah yang terjadi.
4. Bagaimana evaluasi/penilaian pembelajaran di PKBM Maju Makmur?
Sama seperti yang dijelaskan oleh pak maskur tadi. Tes semester, untuk
kelas 3 ditambah pra UAN dan UAN.
5. Bagaimana menentukan kriteria kelulusan untuk warga belajar di PKBM
Maju Makmur?
Untuk kriteria juga sama seperti yang sudah dijelaskan pak maskur,
6. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
Kalau masalah pelaksanaan pendidikan ya paling tidak kegiatan
pembelajaran itu dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu tetapi karena
kendala biaya maka kita hanya bisa mengadakan kegiatan pembelajaran 1
minggu 1 kali. Kalau inginnya lebih dari 1 kali, di jadwal resmi kan 1
minggu itu ada 3 kali pertemuan, kemudian materi untuk kelas 1 ya sesuai
dengan kelas 1, kelas 2 juga sesuai dengan kelas 2, tidak dijadikan satu
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seperti ini. Penginnya seperti itu namun karena terkendala biaya tadi
maka kita belum bisa menerapkannya. Jadi untuk materi yang diberikan
itu langsung fokus ke kelas 3, jadi semua disamakan. Kalau ada
pendanaan kemudian jam untuk KBM juga ditambah mungkin bisa lebih
bagus lagi.
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan
kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Banyak sekali mas, hampir sama seperti yang dikatakan oleh pak Maskur.
Kendala terbesar kita itu sebenarnya masalah biaya, kalau itu sudah bisa
diatasi pasti kita bisa mengatasi masalah-masalah yang lain.
8. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
Kalau semisal ada bantuan ya mengajukan proposal seperti itu, kalau
dengar-dengar kan ini sudah ada keputusan nasional mau disamakan
dengan SMA, mau mendapatkan biaya operasional, nah nanti pendidikan
kita akan berbeda jika benar-benar mendapatkan biaya operasional
sekolah tadi untuk pendidikan luar sekolah. Kalau mendapatkan itu
mungkin akan ada perubahan nantinya. Kalau biaya itu ada kita juga
akan memperbaiki berbagai lini.
9. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Faktor pendukungnya dari segi tempat, ini sangat membantu kita karena
dapat menghemat biaya. Dulu sebelum kita bergambung dengan yayasan
ini kita harus menyewa tempat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan
kejar paket ini dan itu memerlukan dana lebih. Sekarang kita enak tidak
perlu lagi memikirkan masalah tempat.
10. Apakah sarana dan prasarana di PKBM Maju Makmur sudah mendukung
dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket C?
Kalau sarana prasana yang disini sudah mendukung, tetapi kan ini bukan
milik kita sendiri. Disini kan kita statusnya numpang tempat.
11. Implementasi kebijakan di PKBM Maju Makmur
Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ya semampu kita dan sebaik
mungkin tetapi disesuaikan dengan situasi dan keadaan disini bagaimana.
Namanya  siswa kejar paket semisal diberikan pelajaran sama persis
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dengan semua standar yang ada nanti mereka yang kesusahan. Makanya
materi yang diberikan itu disesuaikan dengan kemampuan mereka tetapi
tetap mengacu pada kurikulum dan buku panduan yang diberikan dari
dinas pendidikan.
Hari/tanggal : Rabu, 4 Desember 2013
Pukul : 16.00 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Responden : Wakil Bidang Keuangan (RSS1)
Tema : Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur
1. Apa tugas dan tanggung jawab dari wakil bidang keuangan?
Mengelola keuangan untuk honor tutor, terus mengelola pembiayaan
untuk tes semester, membayar pengawas. Hanya itu kalau buku-buku kan
dapat dari pemerintah.
2. Darimanakah sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Dari siswa dan dari bantuan operasional pelaksanaan (BOP)
3. Bagaimanakah pengelolaan atau pengguaan dana tersebut?
Untuk pengelolaannya, untuk tutor kita berikan setiap kali mengajar terus
untuk pengelola yang lain ini juga mendapatkan setiap bulan sekali. Jadi
honor tutor diberikan setiap selesai mengajar dan honor pengelola
diberikan setiap sebulan sekali.
4. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
Sama seperti yang tadi jadi kita memberikan materi itu sesuai dengan
tingkat kesulitan anak, tidak sama dengan sekolah reguler. Jadi kita
menyesuaikan dengan anak misalkan saja untuk kelas 1,2,3 ini dijadikan
satu saat proses KBM, yang diberikan juga sesuai dengan standar
kelulusan yang ada. Namun tidak semua materi kelas 1 itu diberikan
semua, materi kelas 2 diberikan semua. Kita hanya memberikan sesuai
dengan standar kelulusan yang ada. Kalau masuknya ini 3 kali seminggu
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mungkin bisa diberikan semua materi-materi yang ada dikurikulum. Tapi
kan ini endak, kita hanya masuk 1 minggu sekali jadi tidak memungkinkan
untuk memberikan semua materi itu dalam 1 pertemuan.
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan
kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Tidak ada motivasi dari siswa dilihat dari berapa siswa yang masuk setiap
minggunya, jumlah buku paket yang tidak memadai, tidak mempunyai
gedung sendiri.
Kebijakan pemerintah terbaru untuk ujian nasional jangan disamakan
dengan sekolah reguler. Masalah soal, masalah sistemnya, itu nanti kan
akan sama persis dengan sekolah formal. Sedangkan untuk yang direguler
saja yang setiap hari masuk masih mengalami kesulitan apalagi kita yang
disini, kan tidak mungkin materinya dikuasai anak semua, nanti anak kan
menjadi kesulitan. Bobot sama, soalnya juga akan dibedakan (A,B,C,D)
itu nanti kan 1 ruangan diisi 20 peserta setiap anak akan mendapatkan
soal yang berbeda. Kalau direguler mungkin bisa tapi kalu dipaketkan
tidak bisa usianyapun juga berbeda ada yang usianya itu 45th, ada yang
17th, ada yang 30th. Kalau diberikan soal seperti itu kan kasian, salah
satu kebijakan pemerintahnya yang harus dievaluasi.
Banyak juga siswa yang terdaftar disini itu dihubungi tidak bisa, semisal
mau diadakan ujian kan kita juga memberitahu ke siswa lewat sms atau
telpon, tapi banyak siswa yang ganti nomer akhirnya tidak ikut ujian.
Masalah biaya juga sangat berpengaruh disini, kalau bantuan dari
pemerintah itu tidak tiap tahun dapat mas, karena bantuan itu diputar ke
kecamatan yang lain jadi kita tahun ini dapat tahun depan tidak dapat.
Baru tahun depannya lagi dapat bantuan.
6. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
Bekerja sama dengan sekolah yang lain dan pihak-pihak yang terkait
seperti dinas pendidikan kecamatan jatisrono kemudian dinas pendidikan
kabupaten. Minta bantuan buku kemudian bantuan dana kalau untuk
bantuan dana ini tiap tahun belum tentu dapat mas karena diputer
diberberapa kecamatan. Ya kita hanya mengandalkan itu jadi kita harus
serajin mungkin untuk meningatkan siswa dalam pembayaran sehingga
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proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Namun kadang-
kadang itu kendalanya anak tidak mau membayar spp (sumbangan
pembinaan pendidikan) bayarnya nanti kalau sudah lulus dan pas
mengambil ijasah, jadi 3 tahun itu tidak membayar, bayare nek pas jupuk
ijasah.
Untuk siswa yang hilang kontak tadi kita mendatangi rumahnya
menberitahu kalau akan diadakan ujian, tapi ada juga yang sudah ikut
suaminya keluar jawa, jadi ya ngamplah/percuma padahal tinggal ujian.
7. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Walaupun ini bukan gedung kita sendiri namun ini sangat membantu
dalam menjalankan kegiatan kejar paket, di sini sudah tersedia ruang
kelas untuk siswa belajar.
8. Apakah sarana dan prasarana di PKBM Maju Makmur sudah mendukung
dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket C?
Sudah mendukung, tetapi yang belum ada ya kita tidak mempunyai gedung
sendiri.
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN TUTOR PKBM
Hari/tanggal : Rabu, 4 Desember 2013
Pukul : 16.30 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Responden : Tutor (RSS2)
Tema : Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur
1. Sudah berapa lama menjadi tutor di PKBM Maju Makmur?
Sudah 8 tahun, sejak 2005 saya disini.
2. Awal mula menjadi tutor, alasannya?
Membantu anak-anak yang putus sekolah
3. Latar belakang pendidikan?
Saya lulusan S1 pendidikan Bahasa Indonesia
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4. Adakah syarat khusus untuk menjadi tutor di PKBM Maju Makmur?
Syaratnya sarjana S1 sesuai dengan kompetensi dan mau berjuang
mencerdaskan peserta didik, mungkin hanya itu.
5. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
Untuk pembelajarannya dilakukan 1 minggu sekali, kemudian dalam
penerapannya disini 3 tingkat digabung menjadi satu, jadi kelas 1,2, dan 3
jadi satu waktu kegiatan belajar mengajar. Kenapa digabung ya karena
ketidak adaan tempat dan biaya, sehingga untuk pembelajarannya
terpaksa digabung.
6. Apa saja materi pembelajaran yang diberikan di PKBM Maju Makmur?
Untuk materinya ya sesuai dengan SKL, biasanya para tutor memberikan
materi-materi yang diujikan pada ujian nasional. Kan dalam SKL itu ada
kisi-kisinya kan mas nah itu nanti diberikan pada setiap pertemuan secara
bertahap, dari pertemuan pertama sampai terakir.
7. Darimana materi atau bahan ajar tersebut?
Dari buku paket
8. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Siswa yang tidak mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan belajar itu
banyak, jadi yang masuk pas kegiatan belajar itu cuma sedikit paling
hanya 10 anak. Kemudian kesulitan buku paket karena kan tidak semua
anak bisa memiliki buku paket karena jumlah buku paket ini juga terbatas,
itu saja sih mas.
9. Bagaimana strategi dalam mengatasi segala bentuk hambatan tersebut?
Strateginya ya guru mencatatkan materi di papan tulis sama terkadang
diberi foto copyan
10. Bagaimana partisipasi warga belajar dalam mengikuti pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Agak kurang kalau pas kegiatan pembelajaran nanti masuk semua itu pas
kalau ada ujian saja, tes semesteran itu banyak yang masuk, kalau hari-
hari biasa pas ada kegiatan pembelajaran cuma sedikit yang masuk.
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11. Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Kita belum mempunyai gedung sendiri masih bergabung dengan SD
Hari/tanggal : Rabu, 11 Desember 2013
Pukul : 15.30 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Responden : Tutor (PW)
Tema : Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur
1. Sudah berapa lama menjadi tutor di PKBM Maju Makmur?
Bulan Juli kemarin
2. Awal mula menjadi tutor, alasannya?
Ada lowongan terus masuk kesini, ada kenalan juga di sini
3. Latar belakang pendidikan?
S1 sarjana pendidikan
4. Adakah syarat khusus untuk menjadi tutor di PKBM Maju Makmur?
Tidak ada syarat khusus, yang penting sudah S1
5. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM
Maju Makmur?
Pendidikan berjalan lancar seperti biasanya
6. Apa saja materi pembelajaran yang diberikan di PKBM Maju Makmur?
Materinya biasanya diambilkan dari yang pokok-pokok, kan sudah ada SK
KD nya. Biasanya materinya itu untuk kelas 1 yang ringan-ringan, untuk
kelas 2 dan 3 itu dijadikan satu, terus diambil materi-materi yang penting.
7. Darimana materi atau bahan ajar tersebut?
Asal materi dari SK KD itu sebagai pedoman kita (tutor) kemudian kita
juga memakai buku paket.
8. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Kendala yang dihadapi paling cuma waktu, kita kan 1 minggu hanya
masuk 1 kali terus dibagi dengan mapel-mapel yang lain, ada 11 mapel
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yang diajarkan disini. Jadi ya dalam penyampaiannya kita agak cepat
dari materi satu ke materi yang lain. Karena kan kita terbatas waktu juga.
9. Bagaimana strategi dalam mengatasi segala bentuk hambatan tersebut?
Kalau bisa sih ya ditambah waktunya, namun kan kita tidak bisa karena
terkendala masalah biaya. Untuk saat ini ya apa adanya aja mas.
10. Bagaimana partisipasi warga belajar dalam mengikuti pendidikan
kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Cukup bagus
11. Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang
pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur?
Lumayan mendukung, namun untuk tempat ini kan kita masih gabung
dengan SD.
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN WARGA BELAJAR PKBM
Hari/tanggal : Rabu, 11 Desember 2013
Pukul : 14.30 WIB
Tempat : PKBM Maju Makmur
Responden : Warga Belajar (AW)
Tema : Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar
Paket C di PKBM Maju Makmur
1. Apa latar belakang Anda memilih untuk belajar di PKBM Maju Makmur?
Dulu pas SMP putus sekolah, tidak melanjutkan ke SMA lalu nikah dulu.
Sekarang mau melanjutkan pendidikan dengan mengikuti kejar paket ini.
2. Apa saja materi pembelajaran yang anda terima di PKBM Maju Makmur?
Banyak, ada Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi
kayak sekolah biasa.
3. Apa saja sumber ajar dan bahan ajar yang digunakan tutor dalam
pembelajaran?
Dari buku paket
4. Apakah Anda merasa pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan secara
optimal?
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Belum ya soalnya materinya yg diberikan tiap minggunya itu cuma sedikit,
terus kan ini masuknya cuma tiap 1 minggu sekali jadi pelajarannya itu
tiap masuk cuma 1 mapel.
5. Manfaat apa yang Anda dapatkan selama belajar di PKBM Maju Makmur?
Menambah pengetahuan
6. Adakah kendala yang Anda alami selama belajar di PKBM Maju
Makmur?
Tidak ada
7. Menurut Anda apakah sarana/prasarana yang ada di PKBM Maju Makmur
sudah mendukung untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket
C?
Kurang ya, kan ini tempat SD harusnya punya ruangan sendiri.
(DY)
1. Apa latar belakang Anda memilih untuk belajar di PKBM Maju Makmur?
Pengen mendapatkan ijasah
2. Apa saja materi pembelajaran yang anda terima di PKBM Maju Makmur?
Cuma mengulang pelajaran saat SMP dulu seperti Matematika BI, Bahasa
Inggris dll
3. Apa saja sumber ajar dan bahan ajar yang digunakan tutor dalam
pembelajaran?
Cuma dari buku
4. Apakah Anda merasa pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan secara
optimal?
Sudah sih
5. Manfaat apa yang Anda dapatkan selama belajar di PKBM Maju Makmur?
Tambah pengetahuan
6. Adakah kendala yang Anda alami selama belajar di PKBM Maju
Makmur?
Untuk saat ini kendalanya hujan, terus pelajarannya juga lumayan sulit.
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7. Menurut Anda apakah sarana/prasarana yang ada di PKBM Maju Makmur
sudah mendukung untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket
C?
Sudah memadai namun sederhana dan masih bergabung dengan SD.
(MP)
1. Apa latar belakang Anda memilih untuk belajar di PKBM Maju Makmur?
Untuk meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
2. Apa saja materi pembelajaran yang anda terima di PKBM Maju Makmur?
Ini tadi mendapatkan pelajaran Geografi bab peta
3. Apa saja sumber ajar dan bahan ajar yang digunakan tutor dalam
pembelajaran?
Dari buku paket
4. Apakah Anda merasa pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan secara
optimal?
Sudah optimal
5. Manfaat apa yang Anda dapatkan selama belajar di PKBM Maju Makmur?
Menambah ilmu
6. Adakah kendala yang Anda alami selama belajar di PKBM Maju
Makmur?
Tidak ada kendala
7. Menurut Anda apakah sarana/prasarana yang ada di PKBM Maju Makmur
sudah mendukung untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket
C?
Untuk ukuran kejar paket sudah memadai, ini kan cuma kejar paket jadi
tidak perlu seperti sekolah.
(MR)
1. Apa latar belakang Anda memilih untuk belajar di PKBM Maju Makmur?
mencari ijasah
2. Apa saja materi pembelajaran yang anda terima di PKBM Maju Makmur?
Matematika, BI, IPS, Bahasa Inggris
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3. Apa saja sumber ajar dan bahan ajar yang digunakan tutor dalam
pembelajaran?
Buku paket
4. Apakah Anda merasa pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan secara
optimal?
Sudah
5. Manfaat apa yang Anda dapatkan selama belajar di PKBM Maju Makmur?
Menambah ilmu
6. Adakah kendala yang Anda alami selama belajar di PKBM Maju
Makmur?
Tidak ada
7. Menurut Anda apakah sarana/prasarana yang ada di PKBM Maju Makmur
sudah mendukung untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket
C?
Ya sudah memadai
Dinamika Pendidikan Kesetaraan di PKBM Maju Makmur
Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Desember 2013
Waktu : 06.30 WIB
Tempat : Rumah Bapak Teguh Subroto (Penanggung Jawab PKBM)
“Program yang dijalankan PKBM seperti kelompok usaha mandiri (KUM) , ada
desa vokasi, pelatihan untuk pemuda pengangguran, ada kecakapan hidup,
kemudian kejar paket. Ada banyak program di PKBM, terus untuk ini mau
diadakan program pelatihan untuk pemuda pengangguran terus kelompok usaha
mandiri itu pelatihan dan pebelajaran untuk ibu-ibu rumah tangga. Untuk
perkembangannya, paket A itu sudah lama sekali, sejak 9 tahun yang lalu
bersamaan dengan KF (keaksaraan fungsional), paket B itu yang terakhir kalau
tidak salah sekitar 7 tahun yang lalu. Yang masih aktif sampai sekarang itu paket
C, kalau paket C itu kan untuk pendidikan menengah nah ini masih banyak
pesertanya ada yang putus sekolah karena biaya ada yang bermasalah di sekolah,
masalah di keluarga.
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Untuk kejar paket dan KF itu adalah program yang dibiayai, namun untuk paket
C walaupun tidak dibiayai sekalipun masyarakat pasti membutuhkan. Kalau
untuk paket A dan B itu sulit, jarang sekarang yang membutuhkan ijasah paket A
dan B, karena untuk paket A dan B ini kebanyakan untuk orang-orang tua yang
dulu hanya lulus SD atau putus sekolah. Kalau untuk PKBM ini kan sudah berdiri
semenjak tahun 2001 tapi sudah 2 kali pergantian kepemimpinan PKBM.
Kalau untuk data tertulis mengenai program PKBM dari dulu sampai sekarang
itu sulit, kalaupun ada pasti kurang komplit. Untuk peket A dan keaksaraan
fungsional itu tahun kira-kira ….??? Itu banyak sekali yang ikut, masalahnya dari
5 kecamatan (Jatisrono, Jatiroto, Sidoharjo, Girimarto, Jatipurno) ini masuk ke
kita (PKBM Maju Makmur). Kalau untuk data yang dulu itu administrasinya dari
dinas, PKBM hanya sebagai penyelengara.
Dari berdiri sampai sekarang program yang sudah dikerjakan itu keaksaraan
fungsional, kejar paket A,B,C, untuk kegiatan pelatihan itu KUM, desa vokasi,
kursus/pelatihan, taman bacaan.
Untuk program ini tidak mesti 1 tahun ada, karena kan butuh dana jadi kadang
ada kadang juga tidak. Tapi untuk tahun ini program yang akan dijalankan itu
yang jelas paket C, terus akan ada desa vokasi, KUM. Untuk program KUM ini
ditujukan untuk orangtua, jadi yang dilatih itu orang-orang tua. Diberikan
pelatihan bagaimana cara membuat media dari polibag, diajari cara menanam
cabe di polibag, cara merawat, cara memanen, dsb. Ini nanti diajari dulu tentang
teorinya kemudian praktek. Kita juga mengadakan pelatihan, yang tidak
membutuhkan biaya/dana besar itu kita sering mengadakan seperti 2 minggu lalu
kita mengadakan pelatihan membuat pupuk kompos. Kemudian sebelum ini kita
juga mengadakan pelatihan untuk kelompok tani.
Untuk kegiatan kejar paket dulu dilakukan di kantor eks kawedanan dulu di sana,
untuk sekarang sudah bekerja sama dengan yayasan, jadi untuk kegiatan PKBM
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